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MOTTO  

                    

               

Artinya : “Dan Syu'aib berkata: Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan 

dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak 

mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan 

membuat kerusakan.” (Qs. Hud (11) : 85)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 

Penyempurnaan 2019,(Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 319. 
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ABSTRAK 

Faishal Wahyu Siregar, 2022: Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah  

Terhadap Kemitraan Dalam Bisnis Kerjasama Pembibitan Benih Sayuran 

Antara Petani Dengan PT Bisi International Tbk (Studi Kasus Di Desa 

Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi). 

Kata Kunci : Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Kemitraan, Petani. 

 

Kemitraan dalam dunia bisnis merupakan suatu kegiatan yang sering 

terjadi, seperti yang terjadi pada kemitraan pembibitan benih sayuran antara petani 

dengan PT Bisi International Tbk. Setiap usaha pasti memiliki resiko, begitupun 

dalam kerjasama antara PT Bisi International Tbk dengan petani. Salah satu 

problem yang sering terjadi yakni petani mengeluh dikarenakan mengalami 

kerugian dari hasil panen yang disetorkan ke PT Bisi International Tbk yang 

ternyata tidak lulus dalam uji cek kelayakan, sehingga menyebabkan hasil panen 

tersebut harus dikembalikan lagi kepada petani sehingga dalam hal ini petani 

sangat dirugikan padahal petani sudah melakukan proses penanaman bibit hingga 

panen. Tak hanya itu, resiko yang kemungkinan bisa terjadi seperti bencana alam, 

faktor cuaca yang tidak mendukung dan gangguan hama, hanya petani yang akan 

menanggung, pihak perusahaaan tidak ikut campur apabila terjadi kemungkinan 

seperti itu, tentu hal ini tidak sesuai dengan prinsip Syirkah dalam Islam. 

Fokus penelitian  dalam penelitian ini ada 2 yaitu; 1) Bagaimana praktik 

kerjasama dalam bisnis pembibitan benih sayuran antara petani dengan PT Bisi 

International Tbk di Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten 

Banyuwangi? 2) Bagaimana problematika dalam praktik kerjasama pembibitan 

benih sayuran antara petani dengan PT Bisi International Tbk di Desa Sumberasri 

Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi? 

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode 

penelitian lapangan (field research). Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis 

penelitian hukum empiris, pengumpulan data menggunakan metode wawancara, 

obervasi serta dokumentasi.  

Penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu; 1) Bahwa praktik Kerjasama 

dalam Bisnis Pembibitan Benih Sayuran antara Petani dengan PT Bisi 

International Tbk tahapannya sebagai berikut: Pertama, petani mendaftar 

kerjasama dengan PT Bisi International Tbk. Kedua, petani menyiapkan seluruh 

persyaratan pendaftaran. Ketiga, kelompok tani memberikan bimbingan secara 

umum mengenai kerjasama. Kelima, para pihak melakukan tandatangan Surat 

Perjanjian Kerjasama. Keenam, petani diberikan pelatihan oleh petugas dari PT 

Bisi Internastional Tbk. Ketujuh, para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya. 

Kedelapan, proses pengecekan hasil panen oleh perusahaan. Kesembilan, proses 

pembayaran hasil panen kepada para petani. 2) Bahwa praktik kerjasama 

pembibitan benih sayuran antara petani dengan PT Bisi International Tbk 

termasuk dalam kerjasama bidang pertanian al-muzara’ah. Dalam segi 

pelaksanaan tidak ada problematika karena sudah sesuai dengan kompilasi hukum 

ekonomi syariah, akan tetapi peneliti menemukan dalam praktiknya ada beberapa 

dari pihak petani kurang paham mengenai akad atau perjanjian kerjasama. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian  

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya 

alam berlimpah yang bagus untuk perkembangan usaha pertanian. Indonesia 

merupakan negara agraris, sawah dan perkebunan terbentang luas di tanah 

Indonesia, sebagai negara agraris Indonesia mempunyai tingkat risiko yang 

besar dalam sektor pertanian.
2
 Indonesia juga dikenal dengan corak 

perekonomian agraris, yang mana masyarakatnya masih bergantung dengan 

hasil-hasil dari segi pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Bentuk atau 

konsep perekonomian agraris adalah suatu bentuk pembeda antara negara 

Indonesia dengan negara-negara tetangga.
3
 

Perkembangan sektor pertanian memiliki arti dan peranan yang 

strategis bagi pembangunan nasional dan regional dikarenakan peranannya 

tidak hanya dalam penyediaan bahan pangan dalam rangka mendukung 

ketahanan pangan, tetapi juga memberikan andil yang cukup besar dalam 

penyediaan lapangan kerja dan sumber pendapatan dalam perekonomian 

nasional dan regional.
4
 

Pertanian merupakan sebuah pekerjaan dengan cara mengolah lahan 

atau tanah yang kosong dan hasil pertanian tersebut dimanfaatkan untuk 

                                                           
2 Busriyanti, “Asuransi Pertanian dalam Perspektif Undang-Undang No 19 Tahun 2013 

Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani”, Vol 1 No. 3, Rechtenstudent Journal Fakultas 

Syariah (Jember, Desember 2020), 214. 
3 Muhammad Fajar, “Implementasi Reforma Agraria di Desa Sumberdanti Kecamatan 

Sukowono Kabupaten Jember Perspektif Hukum Pertanahan Indonesia”, Vol 2 No. 3, 

Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah (Jember, Desember 2021), 332. 
4 Fadholi Hernanto, Ilmu Usaha Tani (Jakarta: Penebar Swadaya, 2013), 25. 
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memenuhi kebutuhan seseorang, Salah satunya yaitu dengan cara menanami 

lahan tersebut dengan tumbuhan sayuran, buah-buahan dan lain sebagainya. 

Allah Swt memberikan kedahsyatan kepada manusia bahwa segala hal bisa 

terjadi atas kehendak Allah, Allah Swt bisa menghidupkan yang mati dan 

mematikan yang hidup, Sebagaimana disebutkan dalam Qs. Yasin (36) : 33-35 

yang berbunyi: 

                           

                   

                      

Artinya: “(33.) Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka 

adalah bumi yang mati. kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan 

dari padanya biji-bijian, Maka daripadanya mereka makan. (34.)  Dan 

kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan kami 

pancarkan padanya beberapa mata air, (35.) Supaya mereka dapat 

makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan 

mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?” (Qs. Yasin (36) 

: 33-35).
5
 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt dengan kekuasaan-Nya, 

Dia menghidupkan bumi yang telah mati dengan menghidupkan biji-bijian atau 

tumbuhan. Dari ayat tersebut mengisyaratkan bahwa ada keterlibatan manusia 

dalam menghidupakan bumi tersebut dan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dari 

dalamnya, seperti dalam hal pengerjaan lahan pertanian, manusia mempunyai 

peran dalam mengolah lahan dengan tujuan bahwa manusia berperan dalam 

menghidupkan bumi yang mati.
6
 

                                                           
5 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 

Penyempurnaan 2019,(Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 638. 
6 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 

Penyempurnaan 2019., 638. 
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Salah satu cara untuk meningkatkan produksi petani dan sekaligus 

meningkatkan pendapatan petani adalah dengan cara kerjasama atau bermitra 

dengan perusahaan, yaitu perusahaan melakukan kerjasama dengan petani 

untuk mendapatkan bahan baku yang cukup serta pada kualitas yang baik. 

Kemitraan dikenal dengan istilah kerjasama dalam melakukan usaha baik 

secara perorangan maupun kelompok. Pengertian kemitraan dijelaskan dalam 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 44 tahun 1997 tentang 

Kemitraan, Kemitran adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan 

Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan 

pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan 

memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling 

menguntungkan.
7
 

Kemitraan merupakan suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan 

dan rasa saling membutuhkan antara dua pihak atau lebih dalam rangka 

meningkatkan kualitas dan kapasitas dalam bidang tertentu untuk memperoleh 

hasil yang baik,
8
 untuk mendapatkan hasil yang baik dalam kerjasama atau 

kebersamaan harus memiliki niatan yang bersungguh-sungguh agar bisa saling 

menguntungkan dan tidak merugikan dari salah satu pihak. Dalam menjalin 

kerjasama memahami karakter masing-masing sangatlah diperlukan, hal ini 

bertujuan utuk untuk mempererat kepercayaan dalam hubungan kemitraan.  

Mayoritas masyarakat Indonesia yang pekerjaannya dalam bidang 

pertanian adalah beragama muslim, yang mana dalam agama Islam untuk 

                                                           
7 Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang 

Kemitraan, pasal 1 ayat (1). 
8 Ambar Teguh Sulistiyani, Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan (Yogyakarta: 

Gavamedia, 2004), 129. 
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melakukan suatu kerjasama atau kemitraan terdapat sebuah aturan atau hukum 

tertentu. Kemitraan jika ditinjau dalam Fiqh Muamalah dikenal dengan istilah 

syirkah. Ismail Nawai mengemumakan Syirkah adalah keterlibatan antara dua 

orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang 

ditetapkan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan untuk bersama-sama 

melakukan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai yang 

ditentukan.
9
 

Dari pengertian di atas maka syirkah ini biasanya terjadi dalam 

kegiatan usaha ataupun bisnis yang terjadi antara dua orang atau lebih dimana 

mereka memiliki tujuan yang sama yaitu mencari laba atau keuntungan dengan 

melibatkan modal secara bersama-sama dan akan menanggung kerugian secara 

bersama-sama pula. Namun, pada dasarnya kegiatan syirkah ini harus saling 

mengedepankan saling percaya dikarenakan ketika pelaksanaannya memanglah 

harus saling mempercayakan antara kedua pihak. 

Kemitraan dalam dunia bisnis merupakan suatu kegiatan yang sering 

terjadi, seperti yang terjadi pada kemitraan pembibitan benih sayuran antara 

petani dengan PT Bisi International Tbk di Desa Sumberasri Kecamatan 

Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi. Pihak PT (perseroan terbatas) dalam hal 

ini PT Bisi International Tbk akan menyediakan benih sayuran dan buah-

buahan serta obat-obat untuk tanaman. Selanjutnya petani yang akan mengelola 

benih tersebut, mulai dari proses menanam hingga proses panen selesai, nanti 

ketika para petani sudah panen maka hasil panen tersebut akan di setorkan 

                                                           
9 Ismail Nawai, Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 

151. 
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kembali ke pihak PT Bisi International Tbk serta akan dicek kelayakan hasil 

panen tersebut yang mana nantinya pihak perusahaan akan membayarkan 

kepada para petani. 

Setiap usaha pasti memiliki resiko atau permasalahan yang 

menyebabkan kerugian, begitupun dalam bisnis kerjasama pembibitan benih 

antara PT Bisi International Tbk dengan pihak petani tersebut. Salah satu 

problem yang sering terjadi yakni pihak petani mengeluh dikarenakan 

mengalami kerugian dari hasil panen yang disetorkan ke PT Bisi International 

Tbk yang ternyata tidak lulus dalam uji cek kelayakan, sehingga menyebabkan 

hasil panen tersebut harus dikembalikan lagi kepada petani atau petani hanya 

mendapatkaan bayaran 50% saja dari pihak PT Bisi International Tbk, tentu 

dalam hal ini petani sangat dirugikan padahal petani sudah melakukan proses 

dari awal yakni penanaman bibit hingga proses terakhir yaitu panen
10

.  

Tak hanya itu, segala resiko yang kemungkinan bisa saja terjadi 

seperti bencana alam (force majeur), faktor cuaca yang tidak mendukung dan 

gangguan hama, resiko-resiko seperti itu hanya pihak petani yang akan 

menanggung, pihak perusahaaan tidak ikut campur apabila terjadi 

kemungkinan-kemungkinan seperti itu, tentu hal ini tidak sesuai dengan 

prinsip-prinsip dari adanya Syirkah dalam Islam. 

Padahal dalam Islam kemitraan atau dikenal dengan Syirkah seperti 

pemaparan di atas sangat dianjurkan karena Islam sangat mengutamakan 

kemaslahatan kedua belah pihak. Sebab dengan bekerjasama akan menjadikan 

                                                           
10  Bapak Mespan, diwawancara oleh Peneliti, Banyuwangi, 3 Agustus 2021. 
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suatu bisnis lebih cepat berkembang. Namun dengan adanya petani yang 

merasa dirugikan saat hasil panennya tidak dibeli oleh pihak PT Bisi 

International Tbk karena hasil panennya tidak bagus. Hal ini membuat salah 

satu pihak yaitu petani merasa dirugikan sehingga tidak tercapailah prinsip-

prinsip kemaslahatan dalam Islam. 

Selain itu, secara peraturan Undang-undang hal ini juga bertentangan 

dengan prinsip-prinsip kemitraan yang telah disebutkan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Jo Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pasal 10 ayat (2) 

bahwa prinsip-prinsip kemitraan meliputi:
11

 Pertama, prinsip saling 

membutuhkan; Kedua, prinsip saling mempercayai; Ketiga, prinsip saling 

memperkuat; Keempat, prinsip saling menguntungkan. Kemitraan harus 

memiliki komitmen yang saling memuaskan kedua pihak, pembagian hasil 

yang adil dan menumbuhkan saling ketergantungan. Tolak ukur keberhasilan 

suatu kemitraan dapat dilihat dari mekanisme praktik kerjasama kemitraan 

serta terpenuhinya hak dan kewajiban kedua belah pihak.  

Penelitian ini menjadi menarik karena di Desa Sumberasri Kecamatan 

Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi terdapat beberapa perusahaan atau badan 

hukum yang melakukan praktik kerjasama dengan para petani, tidak hanya PT. 

Bisi International Tbk saja melainkan ada beberapa badan hukum yang lainnya. 

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan, peneliti menemukan 

banyak praktik kerjasama yang justru merugikan pihak petani salahsatunya 

                                                           
11 Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

17 Tahun 2013 Jo Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah., pasal 10 ayat (2). 
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yaitu praktik kerjasama yang dilakukan antara pihak petani dengan PT Bisi 

International Tbk dalam bisnis kerjasama pembibitan benih sayuran yang 

terjadi di Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti merasa tertarik untuk mengkaji 

lebih mendalam tentang mekanisme praktik kemitraan, serta bagaimana 

pandangan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap kemitraan yang terjalin 

antara PT Bisi Internasional Tbk dengan petani pembibitan benih sayuran. 

Maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan judul 

Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kemitraan 

Dalam Bisnis Kerjasama Pembibitan Benih Sayuran Antara Petani 

Dengan PT Bisi International Tbk (Studi Kasus Di Desa Sumberasri 

Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi). 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian yang akan menjadi kajian peneliti antara lain: 

1. Bagaimana praktik kerjasama dalam bisnis pembibitan benih sayuran 

antara petani dengan PT Bisi International Tbk di Desa Sumberasri 

Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi? 

2. Bagaimana problematika dalam praktik kerjasama pembibitan benih 

sayuran antara petani dengan PT Bisi International Tbk di Desa 

Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi? 
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C. Tujuan Penelitian 

Dari fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui praktik kerjasama dalam bisnis pembibitan benih 

sayuran antara petani dengan PT Bisi International Tbk di Desa 

Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi. 

2. Untuk mengetahui problematika dalam praktik kerjasama pembibitan 

benih sayuran antara petani dengan PT Bisi International Tbk di Desa 

Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian dapat memberikan manfaat apabila dapat 

digunakan oleh semua pihak. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam 

memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum maupun masyarakat 

pada umumnya mengenai Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

Terhadap Kemitraan Dalam Bisnis Kerjasama Pembibitan Benih Sayuran 

Antara Petani Dengan PT Bisi International Tbk (Studi Kasus Di Desa 

Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi) serta sebagai 

bahan masukan untuk membantu peningkatan ilmu bagi pihak yang 

berkepentingan untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada objek serupa 

yang belum tersajikan pada penelitian ini. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan 

tentang Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap 

Kemitraan Dalam Bisnis Kerjasama Pembibitan Benih Sayuran Antara 

Petani Dengan PT Bisi International Tbk (Studi Kasus Di Desa 

Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi). 

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sebagai bahan referensi 

atau rujukan ilmu Hukum Ekonomi Syariah yang terus berkembang 

juga dapat difungsikan untuk sarana dalam meningkatkan perluasan 

keilmuan dan juga dapat difungsikan untuk referensi bagi pihak-pihak 

yang melakukan penelitian serupa. 

c. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi 

informasi mengenai Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

Terhadap Kemitraan Dalam Bisnis Kerjasama Pembibitan Benih 

Sayuran Antara Petani Dengan PT Bisi International Tbk (Studi Kasus 

Di Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi). 

E. Definisi Istilah 

Definisi istilah mengandung arti penting istilah yang menjadi topik 

pembahasan dalam penelitian ini. Tujuannya adalah untuk menghindari 
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kesalahpahaman makna tentang pentingnya istilah yang dimaksud oleh 

peneliti.
12

 

1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

 Kata kompilasi dari kata complete yang artinya menyusun, 

mengumpulkan dan menghimpun.
13

 Kata hukum yang dikenal dalam 

bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab al-hukm yang berarti aturan 

(rule), putusan (judgement), atau ketetapan (provision). Dalam 

Ensiklopedi Hukum Islam, hukum diartikan menetapkan sesuatu atas 

sesuatu atau meniadakannya.
14

 Adapun ekonomi syariah dijelaskan dalam 

KHES, buku I bab I Pasal 1 yakni ekonomi syariah adalah usaha atau 

kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan 

usaha yang berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang 

bersifat komersil dan tidak komersil menurut prinsip syariah.
15

 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

adalah penyusunan atau pengumpulan atau penghimpunan berbagai aturan, 

putusan atau ketetapan yang berkaitan dengan ekonomi syariah, 

salahsatunya termasuk bisnis kerjasama dalam penelitian ini. 

2. Kemitraan 

 Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang 

Kemitraan, pasal 1 ayat (1) berbunyi Kemitraan adalah kerjasama antara 

usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang disertai dengan 

                                                           
12 Tim penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiyah, (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 45.  
13 John M. Echols dkk, Kamus Inggris-Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 

132. 
14 Hafizh Dasuki, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), 571. 
15 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Bandung: Fokus Media, 2010), 8. 
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pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar 

dengan prinsip dan tujuan saling memerlukan, memperkuat, dan 

menguntungkan.
16

 

3. Bisnis Kerjasama 

 Kerjasama adalah keinginan untuk bekerja secara bersama-sama 

dengan individu lain secara keseluruhan dan menjadi bagian dari 

kelompok dalam mencapai kepentingan bersama.
17

 Kerjasama yang 

dimaksud dalam penelitian ini yakni kemitraan usaha yang saling 

menguntungkan yang dilakukan oleh dua pihak yakni antara para petani 

dengan PT Bisi International Tbk. Dalam fiqh muamalah 

kerjasama/kemitraan diistilahkan dengan syirkah. 

4. PT Bisi International Tbk 

 PT Bisi International Tbk merupakan perusahaan multinasional 

yang memproduksi pertanian yang bermarkas di Surabaya, Indonesia. 

Perusahaan ini didirikan pada 22 Juni 1983 berdasarkan Akta Nomor 35 di 

hadapan Notaris Drs. Gde Ngurah Rai.
18

 

F. Sistematika Pembahasan 

Didalam sistematika pembahasan ini dibagi menajadi lima bab, 

dimana masing-masing bab membahas atau menguraikan penjelasan yang 

dapat memudahkan pembaca untuk membacanya. Adapun sistematika 

penulisan dalam skripsi ini adalah: 

                                                           
16Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang 

Kemitraan, pasal 1 ayat (1). 
17 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
18 BISI Sahabat Petani, “Mengenal BISI”, https://bisisahabatpetani.com/tentang-bisi/ (Diakses 

pada tanggal 09 Februari 2022, pukul 20.45 Wib). 

https://bisisahabatpetani.com/tentang-bisi/


12 
 

 
 

Bab I, membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari konteks 

penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, yang mana 

manfaat penelitian terdiri atas dua sub bab lagi yaitu manfaat secara praktis 

dan manfaat secara teoritis, definisi istilah serta bab satu diakhiri dengan 

sistematika pembahasan. 

Bab II,  membahas tentang kajian kepustakaan atau tinjauan pustaka 

yang mana dalam hal ini memiliki dua sub bab yaitu penelitian terdahulu dan 

kajian teori yang erat kaitannya dengan yang sedang di teliti yaitu Tinjauan 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kemitraan Dalam Bisnis 

Kerjasama Pembibitan Benih Sayuran Antara Petani Dengan PT Bisi 

International Tbk (Studi Kasus Di Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo 

Kabupaten Banyuwangi). 

Bab III,  membahas tentang metode penelitian yang meliputi jenis dan 

pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap 

penelitian. 

Bab IV, pada bab ini menguraikan secara jelas tentang hasil penelitian 

yang di dalamnya ada penyajian hasil penelitian dan analisis hasil penelitian 

pada penelitian Tinjauan  Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap 

Kemitraan Dalam Bisnis Kerjasama Pembibitan Benih Sayuran Antara Petani 

Dengan PT Bisi International Tbk (Studi Kasus Di Desa Sumberasri 

Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi). 

Bab V,  penutup yang membahas tentang kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu mengandung berbagai jenis penelitian serupa  

yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian diteliti dan dikontraskan dengan 

penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk menelusuri 

pemikiran-pemikiran atau gagasan-gagasan terkini seiring dengan kemajuan 

ilmu pengetahuan dan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Juga 

dipercaya bahwa ini akan menunjukkan tingkat keaslian dan posisi penelitisn 

yang telah diselesaikan. Untuk menghindari kemiripan dengan penelitian 

sebelumnya, maka dari itu peneliti melakukan penelusuran terhadap 

penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

1. Skripsi ditulis oleh Aji Yuliyanto, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto pada 

Tahun 2015 dengan judul Sistem Kemitraan Dalam Usaha Ternak Ayam 

Broiler di Desa Cipete Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas 

(Persepektif Fiqh Muamalah).
19

 

Fokus dalam penelitian ini adalah; Pertama, Bagaimana perjanjian 

kerjasama yang dilakukan oleh Poultry Shop (PS) dengan peternak ayam 

boiler di Desa Cipete, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas dalam 

Perspektif Fikih Muamalah?; Kedua, Bagaimana penanggungan dan 

                                                           
19 Aji Yuliyanto, “Sistem Kemitraan Dalam Usaha Ternak Ayam Broiler di Desa Cipete 

Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas (Persepektif Fiqh Muamalah)”. (Skripsi, IAIN 

Purwokerto, 2015). 
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penggantian kerugian serta risiko oleh para pihak dalam perjanjian 

kerjasama Poultry Shop (PS) dengan peternak Plasma? 

Kesimpulan pada penelitian ini bahwa Pertama, Perjanjian 

kerjasama ternak ayam boiler di Desa Cipete, Kecamatan Cilongok, 

Kabupaten Banyumas yang berdasar pada asas kekeluargaan dan saling 

percaya dengan Poultry Shop sebagai pemilik modal/aibul māāl/kreditur 

dan peternak yang menjadi nasabah sebagai pengelola modal, tidak  hanya  

ikut mengelola modal dari perusahaan mitra, petrnak pun ikut andil dalam 

proses berternak tersebut seperti kandang beserta isinya dan tenaga. 

Kemitraan yang dijalankan meminta jaminan dari calon nasabah agar 

dalam perjalannya tidak ada yang menyalahi kontrak yang telah 

disepakati. Pemberian modal dengan sistem kredit memudahkan peternak 

memperoleh sarana produksi ternak yang menjadi kebutuhan dasar 

usahanya. Bentuk kerjasama tersebut dalam fikih muamalah masuk ke 

Syirkah yaitu sama-sama mengeluarkan modal tetapi dengan porsi yang 

berbeda; Kedua, Penanggungan dan penggantian kerugian serta risiko jika  

terjadi kerugian telah tertuang dalam butir-butir perjanjian yang di 

sepakati oleh para pihak dalam perjanjian kerjasama Poultry Shop (PS). 

Peternak bertanggung jawab selama ayam broiler masih dalam kandang. 

Kerugian diluar kandang menjadi tanggung jawab perusahaan dan 

peternak tidak di wajibkan untuk mengganti kerugian. Sedangkan kerugian 

yang disebabkan kelalaiann human error selama masa pemeliharaan jika 

terjadi karena cuaca atau faktor alam maka kerugian akan di tanggung oleh 
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Poultry Shop (PS) dan berlaku sebaliknya jika kerugian disebabkan karena 

kelalaian peternak maka peternak akan menanggung kerugian tersebut.  

Persamaan pada penelitian tersebut dibanding penelitian peneliti 

saat ini yaitu sama-sama terkait bisnis yang menggunakan sistem 

kemitraan serta ditinjau dari perspektif fiqh muamalah. Sedangkan 

perbedaan pada penelitian tersebut dibanding penelitian peneliti saat ini 

yaitu pada penelitian terdahulu sistem kemitraan dilakukan pada usaha 

ternak ayam broiler yang usaha tersebut dijalankan secara pribadi 

(perorangan). Sedangkan pada penelitian ini sistem kemitraan dilakukan 

pada usaha bisnis pembibitan benih sayur yang dilakukan secara 

kerjasama antar petani dengan PT. Bisi Internasional Tbk. 

2. Skripsi ditulis oleh Nurfaika, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2019 dengan 

judul Pola Kemitraan Menurut Perspektif Islam Antara Petani Tebu 

Dengan Pabrik Gula Di Kabupaten Takalar.
20

 

Fokus dalam penelitian ini adalah Pertama, bagaimana pola 

kemiraan antara petani tebu dengan pabrik gula Takalar; Kedua, 

bagaimana hak dan kewajiban petani tebu dengan pabrik gula dalam pola 

kemitraan; Ketiga, bagaimana hak dan kewajiban petani tebu dengan 

pabrik gula dalam pola kemitraan menurut perspektif Islam. 

Kesimpulan pada penilitian ini bahwa Pertama, Petani tebu yang 

melakukan kemitraan dengan PTPN XIV Persero Pabrik Gula Takalar, 

                                                           
20 Nurfaika, “Pola Kemitraan Menurut Perspektif Islam Antara Petani Tebu Dengan Pabrik 

Gula Di Kabupaten Takalar” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019). 
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dalam satu tahun melaksanakan usaha tani tebu sebanyak hanya satu kali 

dalam satu tahun. Pola kemitraan petani tebu dengan PTPN XIV Pabrik 

Gula Takalar berbentuk pola kemitraan inti dan plasma, yaitu perusahaan 

mitra menyediakan pabrik selaku alat produksi gula dan bimbingan yang 

diberikan kepada petani tebu dan petani sedangkan Petani tebu 

menyediakan sarana produksi meliputi, penyediaan lahan, pupuk, racun, 

biaya tebang angkut, biaya tenaga kerja dan biaya panen yang lain; Kedua, 

Hak dan kewajiban antara petani tebu dengan pabrik gula adalah petani 

mendapatkan sarana produksi penggilingan tebu, mendapatkan bimbingan 

teknis budidaya tebu, mendapatkan hasil gilingan tebu sesuai dengan 

ketentuan bagi hasil, sedangkan pabrik gula adalah mendapatkan hasil tebu 

yang  layak giling dengan kualitas yang memenuhi kriteria MBS (Manis, 

Bersih, Segar); Ketiga, Hak dan kewajiban pelaku kemitraan dalam hal ini 

petani tebu dengan pabrik gula selaku perusahaan inti sudah sesuai dengan 

hak dan kewajiban yang seharusnya dalam Islam karena sebagaimana hak 

petani sudah terpenuhi yang diberikan oleh pabrik gula dan hak pabrik 

gula telah diberikan dengan usaha dari petani tebu, begitu pula dengan 

kewajiban. 

Persamaan pada penelitian tersebut dibanding penelitian peneliti 

saat ini yaitu sama-sama terkait sistem kemitraan yang digunakan pada 

suatu bisnis yang dilakukan secara kerjasama antar petani dan suatu 

perusahaan. Sedangkan perbedaan pada penelitian tersebut dibanding 

penelitian peneliti saat ini yaitu peneliti terdahulu memfokuskan 
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penelitiannya terhadap hak serta kewajiban para pihak dalam mekanisme 

pola kemitraan perspektif Ekonomi Islam. Sedangkan untuk penelitian ini 

lebih memfokuskan terhadap bagaimana praktik dan sistem kemitraan 

dalam kerjasama pembibitan benih sayuran dengan persepektif yang lebih 

khusus yakni ditinjau dengan fiqh muamalah. 

3. Skripsi ditulis oleh Windah Yogo Siam Putri, Fakultas Syariah dan 

Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 

2016 dengan judul Tinjauan Fiqh Terhadap Praktik Kerjasama Antara CV 

Cahaya Unggas Putra Dan Peternak Ayam Potong Di Desa Pingkuk 

Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.
21

 

Fokus dalam penelitian ini adalah Pertama, Bagaimanakah 

tinjauan fiqh terhadap akad pada praktik kerjasama antara CV Cahaya 

Unggas Putra dengan peternak ayam potong di Desa Pingkuk Kecamatan 

Bendo Kabupaten Magetan?; Kedua, Bagaimanakah tinjauan fiqh terhadap 

ketetapan harga pada praktik kerjasamaantara CV Cahaya Unggas Putra 

dengan peternak ayam potong di Desa Pingkuk Kecamatan Bendo 

Kabupaten Magetan?; Ketiga, Bagaimana tinjauan fiqh terhadap resiko 

pada praktik kerjasama antara CV Cahaya Unggas Putra dengan peternak 

ayam potong di Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan? 

Kesimpulan pada penelitian ini bahwa Pertama, praktik kerjasama 

belum bisa dikatakan sesuai sepenuhnya, baik dalam akad syirkah, 

musyarakah ataupun jual beli, karena adanya beberapa hal yang tidak 

                                                           
21 Windah Yogo Siam Putri, “Tinjauan Fiqh Terhadap Praktik Kerjasama Antara Cv Cahaya 

Unggas Putra Dan Peternak Ayam Potong Di Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten 

Magetan”. (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2016). 
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terpenuhi dalam ketiga akad tersebut; Kedua, penetapan harga penjualan 

ayam potong setalah masa panen tiba adalah belum sesuai karena 

seharusnya penentuan harga ditentukan oleh penjual yaitu pihak peternak 

bukan pihak CV Cahaya Unggas Putra; Ketiga, pendisribusian resiko 

dalam kerjasama antara CV Cahaya Unggas Putra dengan peternak di 

Desa Pingkuk Bendo Magetan sudah sesuai dengan teori dalam fiqh jual 

beli, akan tetapi belum sesuai apabila akad yang digunakan adalah akad 

syirkah dan musyarakah. 

Persamaan pada penelitian tersebut dibanding penelitian peneliti 

saat ini yaitu sama-sama membahas tentang kerjasama kemitraan  antar 

perorangan (petani) dengan suatu perusahaan. Sedangkan perbedaan pada 

penelitian tersebut dibanding penelitian peneliti saat ini yaitu penelitian 

terdahulu meneliti khusus pada kerjasama antara peternak dengan 

perusaahaan yang ditinjau dari perspektif fiqh. Sedangkan pada penelitian 

ini meneliti dalam hal sistem kemitraan yang dipakai oleh kedua belah 

pihak antar petani dengan perusahaan yang ditinjau dari fiqh muamalah 

dalam hal ini petani dengan PT. Bisi Internasional Tbk. 

4. Skripsi ditulis oleh Angga Rizki Faddillah, Fakultas Syariah Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2020 dengan judul 

Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perjanjian 

Kerjasama Kemitraan Usaha Pertambakan Udang Antara PT. Aruna 

Wijaya Sakti Dengan Petambak Plasma (Studi Kasus Di Bumi Dipasena 

Utama Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang).
22

 

                                                           
22 Angga Rizki Faddillah, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perjanjian 

Kerjasama Kemitraan Usaha Pertambakan Udang Antara Pt. Aruna Wijaya Sakti Dengan 
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 Fokus dalam penelitian ini adalah Pertama, apakah prosedur dan 

pengelolaan kerjasama yang dijalankan antara PT. Aruna Wijaya Sakti dan 

Petambak Plasma di Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur 

Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan perjanjian yang disepakati; 

Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif dalam 

kerjasama yang dijalankan oleh PT. Aruna Wijaya Sakti dengan Petambak 

Plasma berdasarkan perjanjian yang tertera. 

 Kesimpulan pada penelitian ini bahwa; Pertama, pelaksanaan 

prosedur dan pengelolaan kerjasama yang dijalankan antara PT. Aruna 

Wijaya Sakti dan Petambak Plasma tidak sesuai dengan perjanjian yang 

disepakati alasannya karena dalam pelaksanaan hak dan kewajiban serta 

mekanisme transaksi budidaya udang tidak sesuai dengan perjanjian 

kerjasama atau terjadi penyimpangan didalamnya; Kedua, Ditinjau dari 

hukum Islam tentang pelaksanaan akad musyarakah antara PT. Aruna 

Wijaya Sakti dan Petambak Plasma menjadi fasad alasannya dalam 

pelaksanaan hak dan kewajiban serta mekanisme transaksi jual beli udang 

tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama sedangkan dalam hukum positif 

perjanjian kerjasama yang dijalankan keduanya menjadi berakhir 

alasannya karena pihak perusahaan melakukan wanprestasi terhadap 

perjanjian kerjasama sehingga dalam kerjasama ini PT. Aruna Wijaya 

Sakti tidak menjalankan kewajibannya dan petambak plasma merasa 

dirugikan. 

                                                                                                                                                                
Petambak Plasma (Studi Kasus Di Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten 

Tulang Bawang)”. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020). 
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 Persamaan pada penelitian tersebut dibanding penelitian peneliti 

saat ini yaitu sama-sama membahas tentang kerjasama kemitraan dengan 

perseroan terbatas serta problem masalah yang terjadi pihak Perseroan 

Terbatas belum melaksanakan hak nya kepada petani apabila hasil panen 

tidak sesuai dengan standart yang diberikan oleh perusahaan sehingga 

petani merasa dirugikan. 

Sedangkan perbedaan pada penelitian tersebut dibanding penelitian 

peneliti saat ini yaitu penelitian terdahulu berfokus menjelaskan perjanjian 

kerjasama dan menggunakan dua perspektif yakni Hukum Islam dan 

Hukum Positif, sedangkan penelitian ini berfokus kepada praktik 

kerjasama kemitraan yang diterapkan oleh petani dengan PT Bisi 

International Tbk serta hanya menggunakan perspektif fiqh muamalah 

saja. 

5. Skripsi ditulis oleh Meidy Fauziana Gandasari, Fakultas Agama Islam 

Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2019 dengan judul  

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pemeliharaan Ayam 

Broiler Di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal.
23

 

Fokus dalam penelitian ini adalah Pertama, Bagaimana praktik 

kerjasama yang dilakukan antara PT. Aneka Intan Jaya dan peternak dalam 

pemeliharaan ayam broiler?; Kedua, Bagaimana tinjauan hukum Islam 

terhadap sistem kerjasama pemeliharaan ayam broiler antara PT. Aneka 

Intan Jaya dan peternak?  

                                                           
23 Meidy Fauziana Gandasari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama 

Pemeliharaan Ayam Broiler Di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal”. (Skripsi, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2019). 
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Kesimpulan pada penelitian ini bahwa; kerjasama pemeliharaan 

ayam broiler mirip dengan akad syirkah dimana kerjasama yang dilakukan 

antara PT. Aneka Intan Jaya dan peternak sama-sama memberikan modal 

serta pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan. 

Dalam praktiknya kerjasama ini menurut syariat dikatakan fasid/batal 

karena ketidaksesuaian dalam pembuatan kontrak, pembagian keuntungan 

dan kerugian. Kontrak kerjasama ini hanya dibuat oleh satu pihak saja 

yaitu PT. Dalam pembagian keuntungan, peternak tidak mengetahui 

perolehan laba yang didapat oleh PT. Penanggungan risiko/kerugian hanya 

memberatkan salah satu pihak saja yaitu peternak yang harus menanggung 

risiko kematian ayam ternak. 

Persamaan pada penelitian tersebut dibanding penelitian peneliti 

saat ini yaitu sama-sama membahas tentang kerjasama kemitraan dengan 

Perseroan Terbatas serta sama-sama diitinjau dengan Hukum Islam yakni 

fiqh muamalah. Sedangkan perbedaan pada penelitian tersebut dibanding 

penelitian peneliti saat ini yaitu pada penelitian terdahulu memfokuskan 

penelitiannya terhadap kerjasama kemitraan dalam bidang peternakan 

dianalisis menggunakan pendekatan empiris (perundang-undangan), 

sedangkan penelitian ini memfokuskan penelitiannya terhadap kerjasama 

kemitraan dalam bidang pertanian dianalisis mengguanakan pendekatan 

secara empiris serta ditinjau menggunakan fiqh muamalah. 
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Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 

No. Nama Judul Persamaan Perbedaan 

1. Aji Yuliyanto, 

2015. 

Sistem Kemitraan 

Dalam Usaha 

Ternak Ayam 

Broiler di Desa 

Cipete Kecamatan 

Cilongok 

Kabupaten 

Banyumas 

(Persepektif Fiqh 

Muamalah). 

Sama-sama terkait 

bisnis yang 

menggunakan sistem 

kemitraan serta 

ditinjau dari 

perspektif fiqh 

muamalah.  

 

Penelitian terdahulu 

sistem kemitraan 

dilakukan pada usaha 

ternak ayam broiler yang 

usaha tersebut 

dijalankan secara pribadi 

(perorangan). 

Sedangkan pada 

penelitian ini sistem 

kemitraan dilakukan 

pada usaha bisnis 

pembibitan benih sayur 

yang dilakukan secara 

kerjasama antar petani 

dengan PT. Bisi 

Internasional Tbk. 

2. Nurfaika, 

2019. 

Pola Kemitraan 

Menurut 

Perspektif Islam 

Antara Petani 

Tebu Dengan 

Pabrik Gula Di 

Kabupaten 

Takalar. 

Sama-sama terkait 

sistem kemitraan 

yang digunakan 

pada suatu bisnis 

yang dilakukan 

secara kerjasama 

antar petani dan 

suatu perusahaan.  

 

Peneliti terdahulu 

memfokuskan 

penelitiannya terhadap 

hak serta kewajiban para 

pihak dalam mekanisme 

pola kemitraan 

perspektif Ekonomi 

Islam. Sedangkan untuk 

penelitian ini lebih 

memfokuskan terhadap 

bagaimana praktik dan 

sistem kemitraan dalam 

kerjasama pembibitan 

benih sayuran dengan 

persepektif yang lebih 

khusus yakni ditinjau 

dengan fiqh muamalah. 

3. Windah Yogo 

Siam Putri, 

2016. 

Tinjauan Fiqh 

Terhadap Praktik 

Kerjasama Antara 

Cv Cahaya 

Unggas Putra Dan 

Peternak Ayam 

Potong Di Desa 

Pingkuk 

Kecamatan Bendo 

Kabupaten 

Magetan. 

Sama-sama 

membahas tentang 

kerjasama kemitraan  

antar perorangan 

(petani) dengan 

suatu perusahaan.  

 

Penelitian terdahulu 

meneliti khusus pada 

kerjasama antara 

peternak dengan 

perusaahaan yang 

ditinjau dari perspektif 

fiqh. Sedangkan pada 

penelitian ini meneliti 

dalam hal sistem 

kemitraan yang dipakai 

oleh kedua belah pihak 
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antar petani dengan 

perusahaan yang ditinjau 

dari fiqh muamalah 

dalam hal ini petani 

dengan PT. Bisi 

Internasional Tbk. 

4. Angga Rizki 

Faddillah, 

2020. 

Tinjauan Hukum 

Islam Dan 

Hukum Positif 

Terhadap 

Perjanjian 

Kerjasama 

Kemitraan Usaha 

Pertambakan 

Udang Antara PT. 

Aruna Wijaya 

Sakti Dengan 

Petambak Plasma 

(Studi Kasus Di 

Bumi Dipasena 

Utama 

Kecamatan 

Rawajitu Timur 

Kabupaten 

Tulang Bawang). 

Sama-sama 

membahas tentang 

kerjasama kemitraan 

dengan perseroan 

terbatas serta 

problem masalah 

yang terjadi pihak 

Perseroan Terbatas 

belum melaksanakan 

hak nya kepada 

petani apabila hasil 

panen tidak sesuai 

dengan standart 

yang diberikan oleh 

perusahaan sehingga 

petani merasa 

dirugikan. 

Penelitian terdahulu 

berfokus menjelaskan 

perjanjian kerjasama dan 

menggunakan dua 

perspektif yakni Hukum 

Islam dan Hukum 

Positif, sedangkan 

penelitian ini berfokus 

kepada praktik 

kerjasama kemitraan 

yang diterapkan oleh 

petani dengan PT Bisi 

International Tbk serta 

hanya menggunakan 

perspektif fiqh 

muamalah saja. 

5. Meidy 

Fauziana 

Gandasari, 

2019. 

Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap 

Praktik 

Kerjasama 

Pemeliharaan 

Ayam Broiler Di 

Kecamatan 

Plantungan 

Kabupaten 

Kendal. 

Sama-sama 

membahas tentang 

kerjasama kemitraan 

dengan Perseroan 

Terbatas serta sama-

sama diitinjau 

dengan Hukum 

Islam yakni fiqh 

muamalah.  

 

 

Penelitian terdahulu 

memfokuskan 

penelitiannya terhadap 

kerjasama kemitraan 

dalam bidang 

peternakan dianalisis 

menggunakan 

pendekatan empiris 

(perundang-undangan), 

sedangkan penelitian ini 

memfokuskan 

penelitiannya terhadap 

kerjasama kemitraan 

dalam bidang pertanian 

dianalisis 

mengguanakan 

pendekatan secara 

empiris serta ditinjau 

menggunakan fiqh 

muamalah. 
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B. Kajian Teori 

1. Syirkah 

Dalam fiqh muamalah kemitraan diistilahkan dengan istilah syirkah 

yang mana syirkah merupakan bentuk umum dari usaha kemitraan yang di 

dalam praktiknya terdapat bagi hasil, menggabungkan modal atau tenaga 

dalam melakukan sebuah usaha dan sesuai dengan kesepakatan antara dua 

orang atau lebih yang melaksanakan usaha tersebut. 

a. Pengertian Syirkah 

Definisi syirkah menurut bahasa memiliki arti al-ikhtilath, yang 

maknanya adalah campur atau percampuran, maksudnya adalah 

seseorang yang mencampurkan (menggabungkan) hartanya kepada 

orang lain, sehingga hal ini tidak mungkin dapat dibedakan. Sedangkan 

definisi syirkah menurut istilah sebenarnya mempunyai beberapa 

pengertian tergantung bagaimana jenis syirkahnya, karena terdapat 

macam-macam jenis syirkah dan masing-masing jenis memiliki definisi 

yang berbeda, seperti syirkah mufawwadhah, ‘inan, abdan dan lain-

lain.
24

 

Secara termonologis, Syirkah (Musyarokah) adalah kerja sama 

antara dua orang atau lebih dalam satu permodalan, keterampilan, atau 

kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan 

berdasarkan nisbah.25 

                                                           
24 Ghufron A Masadi, Fiqih Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2002), 191. 
25 Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), 220 
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Terdapat beberapa definisi syirkah yang dikemukakan oleh para 

ulama, antara lain:
26

 

1) Ulama’ Hanafiah, syirkah adalah “Ungkapan tentang adanya 

transaksi akad antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta 

dan keuntungan” 

2) Ulama’ Malikiyah, syirkah adalah “Izin untuk mendaya gunakan 

(tasharuf) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh 

keduanya, yakni kerduanya saling mengizinkan kepada salah 

satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun 

keduanya masing-masing mempunyai hak untuk bertasharuf.” 

3) Ulama’ Syafi’iyah, syirkah adalah “Ketetapan hak pada sesuatu 

yang dimiliki seseorang atau lebih dengan cara yang masyhur 

(diketahui).” 

4) Ulama Sayyid Sabiq, syirkah adalah “Akad antara dua orang dalam 

(penanaman) modal dan (pembagian) keuntungan.” 

5) Ulama Taqiyyudin Abi Bakarr Bin Muhamad Al-Husaini, syirkah 

adalah “Ungkapan tentang penetapan suatu hak pada sesuatu yang 

satu untuk dua orang atau lebih menurut cara yang telah 

diketahui.” 

6) Ulama Hasbi Ash-Shidqie, syirkah adalah “akad yang berlaku 

antara dua orang atau lebih untuk ta’awun dalam berkerja pada 

suatu usaha dan memebagi keuntungannya.” 

                                                           
26 Qamarul Huda, Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 99. 
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7) Ulama Idris Ahmad, syirkah adalah “Dua orang atau lebih sama-

sama berjaji akan berkerja sama dalam dagang, dengan 

menyerahkan modal masing-masing,  di mana keuntungan dan 

kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-

masing”
27

 

Dapat ditarik pemahaman dari beberapa definisi diatas, bahwa 

definisi syirkah adalah suatau kerjasama antara dua orang atau lebih 

dalam melakukan sebuah usaha yang keuntungan dan kerugiannya 

ditanggung bersama. 

b. Landasan Hukum Syirkah 

1) Landasan hukum syirkah dari al-Quran Qs. Shad (38) : 24) sebagai 

berikut:  

                       

                     

                       

 

Artinya: “Daud berkata: Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim 

kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk 

ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya 

kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian 

mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali 

orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; 

dan amat sedikitlah mereka ini. dan Daud mengetahui bahwa 

kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya 

lalu menyungkur sujud dan bertaubat.” (Qs. Shad (38) : 24)
28

 

                                                           
27 Qamarul Huda, Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 100. 
28 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 

Penyempurnaan 2019, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 661. 
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2) Landasan hukum syirkah dari Hadist Abu Hurairah yang dirafa’kan 

kepada Rasulullah SAW. Sebagai berikut: 

Dari Nabi SAW bersabda “Allah berfirman; saya adalah 

pihak ketiga diantara dua orang yang berserikat selama 

salah satu diantara mereka berdua tidak berkhianat kepada 

yang lainnya, apabila salah satu diantara mereka 

berkhianat. Maka saya keluar darinya”.
29

 

 

3) Landasan hukum syirkah dari Ijma’ yaitu: 

Mayoritas ulama’ sepakat tentang keberadaan syirkah ini, 

walaupun dalam wilayah yang lebih rinci mereka berbeda pendapat 

tentang keabsaan (boleh) hukum syirkah tertentu. Misalnya 

sebagian ulama’ hanya membolehkan jenis syirkah tertentu dan 

tidak membolehkan jenis syirkah yang lain
30

. 

c. Rukun dan Syarat Syirkah 

Terkait rukun syirkah para ulama tidak sama dalam memberikan 

pandangannya. Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa “rukun syirkah 

ada dua yaitu ijab dan qabul, pihak yang berakad serta harta.” Adapun 

yang menjadi rukun syirkah menurut ketentuan syariah Islam adalah 

sebagai berikut:31 

1) Sighat (lafadz akad). 

2) Orang (pihak-pihak yang mengadakan serikat) yaitu pihak-pihak 

yang mempunyai kepentingan dalam mengadakan perserikatan. 

                                                           
29 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 186. 
30 Qamarul Huda, Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 102. 
31 Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam (Cetakan ke 26), (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996), 

298. 
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3) Pokok pekerjaan (bidang usaha yang dijalankan) yaitu dalam 

berserikat atau kerja sama mereka (orang-orang yang berserikat) itu 

menjalankan usaha dalam bidang apa yang menjadi titik sentral 

usaha apa yang dijalankan. Orang orang yang berserikat harus 

bekerja dengan ikhlas dan jujur, artinya semua pekerjaan harus 

berasas pada kemaslahatan dan keuntungan terhadap syirkah. 

 Ada beberapa syarat yang ditentukan dalam syirkah, 

diantara yakni syarat yang berhubungan dengan pihak yang berakad, 

shighat (akad dalam ijab qabul) dan modal atau pembagian 

keuntungan
32

. Ulama Malikiyah memberikan ketetapan terhadap 

syarat-syarat syirkah pada tiga objek yaitu: 

1) Syarat yang berhubungan dengan pihak yang berakad, ada tiga 

macam yaitu: 

a. Bagi pihak yang berkakad harus seorang yang merdeka. 

b. Bagi pihak yang berakad harus cakap. 

c. Bagi pihak yang berakad harus sudah baligh. 

2) Syarat yang berhubungan dengan shighah akad yaitu proses 

syirkah yang harus diketahui oleh pihak-pihak yang berakad, 

baik dalam penyampain akad tersebut disampaikan dengan 

ucapan atau tulisan. 

3) Syarat yang berhubungan dengan modal, ada tiga macam yaitu: 

                                                           
32 Qamarul Huda, Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 102. 
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a. Modal yang akan dibayarkan oleh pihak yang berakad harus sama 

jenis dan nilainya. 

b. Modal harus ditasharufkan untuk keperluan yang sama, dan juga 

jumlahnya harus sama. 

c. Modal harus bersifat tunai atau dibayarkan secara langsung, tidak 

boleh hutang.
33

 

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah memberikan ketetapan 

terhadap syarat syirkah ada tiga macam yaitu:
34

 

1) Syarat yang benar yaitu persyaratan yang tidak menimbulkan 

bahaya dan kerugian, sehingga akad syirkah tidak berhenti 

karenanya. 

2) Syarat rusak yaitu persyaratan yang tidak tuntut ada dalam akad, 

seperti persyarat tidak adanya fasakh syirkah jika waktunya belum 

satu tahun. 

3) Syarat yang wajib ada dalam akad yakni modal harus diketahui 

oleh pihak-pihak yang berakad, dan untuk pembagian keuntungan 

harus ditetapkan secara jelas. 

d. Macam-macam Syirkah 

Menurut Sayid Sabiq macam-macam syirkah secara garis besar di 

bagi menjadi dua macam yaitu:
35

 

1) Syirkah amlak, ialah dua pihak atau lebih yang memiliki barang 

tanpa adanya akad. Syirkah ini terdapat dua macam yaitu: 
                                                           

33 Qamarul Huda, Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 104. 
34 Qamarul Huda, Fiqih Muamalah., 104. 
35  Qamarul Huda, Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 107. 
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a. Syirkah Ikhtiyar (syirkah secara sukarela) 

Perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang 

yang berserikat, seperti dua orang bersepakat membeli suatu 

barang, atau mereka menerima harta hibah, wasiat atau wakaf 

dari orang lain, lalu kedua orang itu menerima pemberian hibah, 

wasiat atau wakaf itu dan menjadi milik mereka secara 

berserikat.
36

 

b. Syirkah Jabar (syirkah secara paksaan) 

Sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih, 

tanpa kehendak dari mereka, seperti harta warisan yang mereka 

terima dari seorang yang wafat. Harta warisan itu menjadi milik 

bersama orang-orang yang menerima warisan itu.
37

 

2) Syirkah ‘uqud (berdasarkan akad), ialah sebuah ikatan yang 

dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam penanaman modal dan 

juga dalam pembagian keuntungan. 

Sayid Sabiq membagi syirkah ‘uqud ini menjadi lima 

macam yaitu:  

a. Syirkah al-‘inan 

Perserikatan dalam modal (harta) dalam suatu perdagangan 

yang dilakukan dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi 

bersama. Dalam perserikatan al-‘inan, modal yang digabungkan 

oleh masing-masing pihak tidak harus sama jumlahnya, tetapi 

                                                           
36  Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 167 
37  Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah., 167. 



31 
 

 

boleh satu pihak memiliki modal yang lebih besar dari pihak 

lainnya.
38

 

b. Syirkah al-mufawwadah 

Perserikatan dua orang atau lebih pada suatu obyek, dengan 

syarat masing-masing pihak memasukkan modal yang sama 

jumlahnya serta melakukan tindakan hukum (kerja) yang sama 

sehingga masing-masing pihak dapat bertindak hukum atas nama 

orang-orang yang berserikat itu.
39

 

c. Syirkah al-abdan 

Perserikatan yang dilaksanakan oleh dua pihak untuk 

menerima suatu pekerjaan, seperti pandai besi, tukang jahit, dll. 

Hasil atau imbalan yang diterima dari pekerjaan itu dibagi 

bersama sesuai dengan kesepakatan mereka berdua.
40

 

d. Syirkah al-wujuh. 

Perserikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang 

tidak punya modal sama sekali, dan mereka melakukan suatu 

pembelian dengan kredit serta menjualnya dengan harga tunai; 

sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama; 

sedangkan apabila terjadi kerugian juga akan ditanggung 

bersama.
41

 

 

                                                           
38  Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 168 
39  Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah., 169. 
40  Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 171. 
41  Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah., 171. 



32 
 

 

e. Syirkah al-Mudharabah 

Persetujuan antara pemilik modal dengan seorang pekerja 

untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan 

tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan 

bersama; sedangkan kerugian yang di derita menjadi tanggungan 

pemilik modal saja.
42

 

e. Hal-Hal yang Membatalkan Syirkah 

 Adapun sebab atau hal-hal yang dapat membatalkan syirkah 

yaitu:
43

 

1) Pembatalan syirkah dari salah satu pihak yang bersekutu. 

2) Meninggalnya salah satu pihak yang syarik (yang berserikat). 

3) Salah satu pihak yang syarik (yang berserikat) murtad. 

4) Salah seorang syarik (yang berserikat) mengalami gangguan 

kejiwaan. 

Ulama fikih mengemukakan hal-hal yang membuat berakhirnya 

akad syirkah secara khusus, jika dilihat dari bentuk syirkah yang 

dilakukan yaitu sebagai berikut: 

1) Dalam syirkah al-Amwal, akad syirkah dinyatakan batal apabila 

semua atau sebagian modal syirkah hilang karena objek dalam 

syirkah ini adalah harta. Dengan hilangnya harta syirkah berarti 

syirkah itu berakhir. 

                                                           
42  Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah., 172. 
43  Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 201. 
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2) Dalam syirkah al-Mufawadhah, modal masing-masing pihak tidak 

sama kualitasnya, karena al-Mufawadhah itu sendiri berarti 

persamaan, baik dalam modal, kerja keuntungan yang dibagi.44 

2. Kemitraan 

a. Pengertian Kemitraan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang selanjutnya disebut 

KBBI, kata mitra memiliki arti teman, kawan kerja, rekan. Sementara 

arti kemitraan adalah suatu hubungan kerjasam. Mohammad Jafar 

Hafisah mengemumakan bahwa kemitraan adalah suatu strategi bisnis 

yang dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu yang 

telah disepakati dengan tujuan untuk meraih keuntungan bersama 

dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Hal ini 

dilandasi pada tujuan dari kemitraan untuk melaksanakan kerjasama 

antara mitra yang kuat dari segi modal, segi pasar hingga segi wawasan 

yang luas dalam menjalankan sebuah kerjasama.
45

 

Pengertian kemitraan juga disebutkan dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang 

Kemitraan berbunyi Kemitraan adalah Kerjasama usaha antara Usaha 

Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai 

pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha 

                                                           
44 Musthafa Diib Al-Bugha, Fikih Islam Lengkap, (Solo: Media Zikir, 2007), 73. 
45 Mohammad Jafar Hafisah, Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi (Jakarta: PT Pustaka 

Sinar Harapan, 2000), 43. 



34 
 

 

Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling 

memperkuat dan saling menguntungkan.
46

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kemitraan adalah kerja sama dari 

berbagai pihak, baik secara individu maupun kelompok untuk 

bekerjasama mencapai tujuan, mengambil dan melaksanakan serta 

membagi tugas, menanggung bersama baik yang berupa resiko maupun 

keuntungan. Kemitraan yang tepat akan memberikan manfaat bagi usaha 

kecil maupun menengah untuk meningkatkan kesempatan dan 

produktivitas kerja. 

b. Tujuan Kemitraan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan 

sebagai berikut:47 Pertama, meningkatkan pendapatan usaha kecil dan 

menengah; Kedua, meningkatkan perolehan nilai tambah bagi para 

pelaku kemitraan; Ketiga, meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan 

masyarakat dan usaha kecil; Keempat, meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi pedesaaan, wilayah dan nasional; Kelima, meningkatkan 

ketahanan ekonomi nasional. 

c. Prinsip-prinsip Kemitraan 

Setiap usaha pasti memiliki resiko atau permasalahan yang akan 

dialami baik dalam usaha perorangan ataupun dalam usaha kerjasama, 

oleh karena itu perlu bagi para pihak yang melakukan sebuah usaha 

                                                           
46 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang 

Kemitraan, pasal 1 ayat (1). 
47 Ade Mulyadi Rohmat, dkk., Pola Kemitraan Klaster Bawang Merah, Vol 4, No 1, Agrivet, 

Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian dan Peternakan (Universitas Majalengka, 2016), 19. 
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memiliki pemikiran atau prinsip yang dapat dijadikan landasan dalam 

melakukan sebuah usaha. Adapun prinsip-prinsip kemitraan dijelaskan 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Jo Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil 

Dan Menengah, pasal 10 ayat (2) bahwa prinsip-prinsip kemitraan 

meliputi:
48

 

1) Prinsip saling membutuhkan. 

2) Prinsip saling mempercayai. 

3) Prinsip saling memperkuat. 

4) Prinsip saling menguntungkan. 

d. Model-model Kemitraan 

1) Kemitraan Semu (Pseudo Partnership) 

  Kemitraan semu adalah upaya kerjasama yang terjadi 

antara setidaknya dua pihak, tetapi tidak benar-benar kerjasama satu 

sama lain. Bahkan satu pihak belum tentu memahami secara efektif 

pentingnya kerjasama yang dilakukan. Ada sesuatu yang unik serta 

berbeda dalam model kemitraan ini, yakni kedua belah pihak yang 

melakukan kerjasama mereka sama-sama merasa penting dalam 

melakukan kerjasama, tetapi pihak-pihak yang bermitra atau yang 

melakukan kerjasama mereka belum tentu memahami nilai dan 

manfaat yang diperjuangkan di dalam kemitraan ini.
49

 

                                                           
48 Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

17 Tahun 2013 Jo Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, 

Kecil, Dan Menengah., pasal 10 ayat (2). 
49 Yusuf Wibsono, Membelah Konsep dan Aplikasi CSR (Gresik: Facho Publissing, 2017), 

132. 
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2) Kemitraan Mutualistik (Mutualism Partnership) 

  Kemitraan mutualistik merupakan kerjasama antara dua 

pihak atau lebih yang mana sama-sama menyadari aspek pentingnya 

dalam melakukan kemitraan, yakni agar sama-sama saling 

memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, yang mana 

akan dapat mewujudkan tujuan untuk memperoleh hasil yang lebih 

optimal.
50

 

3) Kemitraan melalui Peleburan dan Pengembangan (Conjugation 

partnership) 

  Kemitraan konjungsi adalah suatu kerjasama yang 

bertujuan untuk mendapatkan enerji yang kemudian dapat terpisah 

antara pihak satu dengan pihak yang lain, dan selanjutnya dapat 

melakukan pembelahan diri. Para pihak dapat melakukan konjugasi 

dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing.
51

 

e. Pola-pola Kemitraan 

Mengenai pola-pola kemitraan telah dijelaskan dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 Jo Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah, pasal 11 ayat (2) yaitu sebagai berikut:
52

 

1) Pola Inti Plasma 

a) Usaha besar berkedudukan sebagai inti, usaha mikro, usaha kecil, 

dan usaha menengah berkedudukan sebagai plasma. 

                                                           
50 Yusuf Wibsono, Membelah Konsep dan Aplikasi CSR., 132. 
51 Yusuf Wibsono, Membelah Konsep dan Aplikasi CSR., 132. 
52 Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

17 Tahun 2013 Jo Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, 

Kecil, Dan Menengah., pasal 11 ayat (2). 
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b) Usaha menengah berkedudukan sebagai inti, usaha mikro dan 

usaha kecil berkedudukan sebagai plasma.   

2) Pola Subkontrak 

a) Usaha besar berkedudukan sebagai kontraktor, usaha mikro, 

usaha kecil, dan usaha menengah sebagai subkontraktor. 

b) Usaha menengah berkedudukan sebagai kontraktor, usaha mikro 

dan usaha kecil berkedudukan sebagai subkontraktor. 

3) Pola Waralaba 

a) Usaha besar berkedudukan sebagai pemberi waralaba, usaha 

mikro, usaha kecil, dan usaha menengah berkedudukan sebagai 

penerima waralaba. 

b) Usaha menengah berkedudukan sebagai pemberi waralaba, usaha 

mikro dan usaha kecil berkedudukan sebagai penerima waralaba. 

4) Pola Perdagangan Umum 

a) Usaha besar berkedudukan sebagai penerima barang, usaha 

mikro, usaha kecil, dan usaha menengah berkedudukan sebagai 

pemasok barang. 

b) Usaha menengah berkedudukan sebagai penerima barang, usaha 

mikro dan usaha kecil berkedudukan sebagai pemasok barang. 

5) Pola Distribusi Dan Keagenan 

a) Usaha besar memberikan hak khusus memasarkan barang dan 

jasa jasa kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. 
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b) Usaha menengah memberikan hak khusus memasarkan barang 

dan jasa kepada usaha mikro dan usaha kecil. 

6) Pola Bagi Hasil 

a) Usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah berkedudukan 

sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiyayai atau 

dimiliki oleh usaha besar. 

b) Usaha mikro dan usaha kecil, berkedudukan sebagai pelaksana yang 

menjalankan usaha yang dibiyayai atau dimiliki oleh usaha 

menengah. 

7) Pola Kerjasama Operasional 

a) Antara usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dengan 

usaha besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai 

dengan pekerjaan selesai. 

b) Antara usaha mikro dan usaha kecil dengan usaha menengah 

menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan 

pekerjaan selesai. 

8) Pola Usaha Patungan 

a) Usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah lokal dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya dapat melakukan kemitraan 

usaha dengan usaha besar asing melului pola usaha patungan 

(joint venture) dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi 

bersama dengan mendirikan usaha baru. 
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b) Usaha mikro dan usaha kecil, lokal dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya dapat melakukan kemitraan usaha dengan usaha 

menengah asing melului pola usaha patungan (jointventure) 

dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan 

mendirikan usaha baru. 

9) Pola Penyumberluaran 

a) Usaha besar berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan, usaha 

mikro, usaha kecil, dan menengah berkedudukan sebagai 

penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan. 

b) Usaha menengah berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan, usaha 

mikro dan usaha kecil berkedudukan sebagai penyedia dan 

pelaksana jasa pekerjaan. 

3. Bagi Hasil Pertanian dalam Hukum Islam 

 Dalam hukum Islam, kerjasama dalam pertanian biasa disebut 

dengan tiga istilah yakni musaqah, al-muzara’ah , dan mukhabarah. 

a. Musaqah 

 Musaqah diambil dari kata al-saqa, yaitu seseorang bekerja dengan 

mengurus pohon tamar, anggur, atau pohon-pohon lainnya supaya 

mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari 

hasil yang diurus sebagai imbalan.
53

 Sedangkan secara etimologi, 

musaqah berarti transaksi dalam pengairan, yang oleh penduduk 

                                                           
53 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), 145. 
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Madinah disebut dengan al-mu’amalah, akan tetapi istilah yang lebih 

dikenal adalah musaqah.
54

 

 Jadi dapat disimpulkan bahwasanya akad musaqah adalah bentuk 

kerja sama antara pemilik kebun dan petani dimana pemilik kebun 

menyerahkan kebun kepada petani untuk dirawat dan dipelihara, 

sehingga ketika kebun itu menghasilkan kemudian pemilik 

memberikan upah kepada petani yang diambil dari hasil dari kebun 

tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. 

 Kiranya dapat dimengerti bahwa pada akad musaqah, pada kebun 

telah ada pohon/tanaman yang sudah ada, kemudian penggarap dalam 

hal ini berkewajiban untuk merawat dan memelihara pohon/tanaman 

dalam kebun tersebut agar dapat menghasilkan hasil yang maksimal. 

Kerjasama dalam bentuk musaqah berbeda dengan mengupah tukang 

kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah 

bukan upah yang telah pasti ukurannya seperti tukang kebun, 

melainkan dari hasil kebun yang belum tentu besarannya. 

1) Dasar Hukum Musaqah 

 Menurut kebanyakan ulama, hukum musaqah yaitu boleh atau 

mubah, sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu 

Umar r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda; “Dari Ibnu Umar, 

sesungguhnya Nabi SAW telah menyerahkan kebun beliau kepada 

penduduk Khaibar agar dipelihara dengan perjanjian: mereka akan 
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memperoleh dari penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun dari 

hasil tanaman”. (HR. Muslim). 

2) Rukun dan Syarat Musaqah 

 Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam 

akad musaqah adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan, kabul dari 

petani, dan pekerjaan dari pihak penggarap. Adapun Jumhur Ulama 

fiqh terdiri dari ulama Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah 

berpendirian bahwa rukun musaqah ada lima, yaitu:
55

 

a) Dua orang/pihak yang melakukan transaksi. 

b) Tanah yang dijadikan objek musaqah. 

c) Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap. 

d) Ketentuan mengenai pembagian hasil musaqah 

e) Shigat (ungkapan) ijab dan kabul. 

 Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak 

dalam akad musaqah adalah sebagai berikut;
56

 

a) Kedua berlah pihak harus cakap bertindak hukum, yakni dewasa 

(akil balig) dan berakal. 

b) Objek musaqah haruslah pohon yang memiliki buah. Dalam 

menentukan objek musaqah terdapat perbedaan pendapat para 

ulama. Menurut Hanafiyah, haruslah pohon yang berbuah seperti 

kurma, anggur, dan terong. Namun Hanafiyah mutaakhirin 
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menyatakan, musaqah juga berlaku bagi pepohonan yang tidak 

berbuah jika memang diperlukan oleh masyarakat.  

c) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap, tanpa 

campur tangan pemilik kebun lagi. 

d) Hasil buah merupakan hasil bersama sesuai kesepakatan awal 

pemilik dan penggarap. Bagi penggarap hasil yang didapatkannya 

merupakan upahnya. 

e) Lamanya perjanjian harus jelas agar terhindar dari ketidakpastian. 

3) Berakhirnya Akad 

 Berakhirnya akad musaqah berdasarkan fiqh dan pendapat para 

ulama adalah sebagai berikut:
57

 

a) Jangka waktu yang disepakati dalam akad telah habis (berakhir). 

(fiqh dan pendapat jumhur ulama) 

b) Dibatalkan atas kesepakatan pihak pemilik kebun dan penggarap. 

Jika pembatalan itu terjadi ketika buah telah berbuah, maka 

hasilnya dibagi dua antara pemilik kebun dan penggarap. (Ulama 

Hanabilah) Menurut ulama Syafiiyah, akad musaqah tidak boleh 

dibatalkan karena penggarap tidak mampu bekerja. Jika penggarap 

tidak mampu bekerja, misalnya karena sakit, maka harus menunjuk 

orang lain untuk menggantikannya.Dalam akad musaqah, menurut 

ulama Malikiyah adalah akad yang boleh diwariskan. Sehingga 

apabila salah satu pihak meninggal dunia dapat diteruskan oleh ahli 
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warisnya. Namun jika kedua belah pihak meninggal dunia, ahli 

waris dibolehkan bersepakat untuk melanjutkan ataupun 

membatalkan akad musaqah. 

b. Al-muzara’ah  

 Menurut bahasa, al-al-muzara’ah  memiliki dua arti, yang pertama 

alal-muzara’ah  yang berarti tharhal-zur’ah (melemparkan tanaman), 

yang kedua maksudnya adalah modal (al-hadzar). Makna yang 

pertama adalah makna majaz dan yang kedua adalah makna hakiki.
58

 

secara etimologi, al-muzara’ah  berarti kerjasama di bidang pertanian 

antara pihak pemilik dan petani penggarap.  

 Jadi dapat disimpulkan bahwa al-muzara’ah adalah bentuk 

kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dimana bibit 

berasal dari pemilik tanah dengan perjanjian bagi hasil dengan bagian 

masing-masing yang telah disepakati. 

1) Dasar Hukum Al-muzara’ah  

 Kerjasama dalam bentuk al-muzara’ah menurut kebanyakan ulama 

fiqh hukumnya boleh (mubah). Dasar kebolehan al-muzara’ah  di 

samping dapat dipahami dari firman-firman Allah yang 

memerintahkan saling tolong menolong, terdapat hadits yang 

diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a “Sesungguhnya 

Nabi SAW menyatakan, tidak mengharamkan beral-muzara’ah, 

bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi 

sebagian yang lain, dengan katanya, barang siapa yang emmiliki tanah, 
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maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada 

saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu”. 

2) Rukun dan Syarat Al-muzara’ah  

 Jumhur ulama yang membolehkan akad al-muzara’ah  

mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad 

dianggap sah, diantaranya;
59

 

a) Pemilik tanah. 

b) Petani penggarap. 

c) Objek al-al-muzara’ah, yaitu antara manfaat dan hasil kerja petani. 

d) Ijab dan Kabul 

 Untuk syarat-syarat al-muzara’ah, menurut jumhur ulama adalah 

sebagai berikut;
60

 

a) Syarat yang menyangkut orang yang berakad, keduanya harus 

baligh dan berakal. 

b) Syarat yang menyangkut dengan tanaman, yaitu harus disebutkan 

tanaman jenis apa yang akan ditanam agar jelas dan akan 

menghasilkan. 

c) Syarat yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu 

tanah tersebut dapat ditanami (bukan lahan tandus yang tidak dapat 

ditanami), dapat diketahui batas-batanya secara jelas, tanah itu 

diserahkan sepenuhnya kepada penggarap untuk digarap. 
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d) Syarat yang berhubungan dengan bagi hasil tanaman, yaitu; 

Pembagian masing-masing pihak harus disebutkan secara jelas 

ketika akad, Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang 

berakad, Bagian itu ditentukan; setengah, sepertiga, atau 

seperempat, sejak awal akad. Penentuannya tidak boleh dalam 

bentuk jumlah tertentu secara mutlak seperti misalnya satu 

kuintal/satu karung. 

e) Syarat yang berkaitan dengan jangka waktu akad al-muzara’ah  

harus dijelaskan dalam akad sejak semula. 

3) Berakhirnya Akad 

 Beberapa hal yang menyebabkan al-muzara’ah berakhir;
61

 

a) Berakhirnya masa akad al-muzara’ah . 

b) Salah seorang yang berakad meninggal dunia. 

c) Adanya uzur, seperti; Tanah garapannya terpaksa dijual, misalnya 

untuk membayar utang, Penggarap tidak dapat mengelola tanah, 

seperti sakit keras. 

c. Mukhabarah 

 Mengacu pada pendapat ulama Syafiiyah terkait pengertian al-

muzara’ah dan mukhabarah, maka kiranya dapat dimengerti 

mukhabarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik tanah dengan 

penggarap tanah dimana bibit berasal dari penggarap tanah dengan 

perjanjian bagi hasil dengan bagian masing-masing yang telah 

disepakati. Untuk rukun, syarat, dan berakhirnya akad dalam 
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mukhabarah ialah sama dengan al-muzara’ah  kecuali asal dari benih 

tanaman. Pada al-muzara’ah  benih tanaman berasal dari pemilik, 

sedangkan dalam mukhabarah benih berasal dari penggarap.
62

 

 Pada umunya, kerjasama mukhabarah ini dilakukan pada pertanian 

yang benihnya murah, seperti padi, jagung, dan kacang. Namun tidak 

menutup kemungkinan pada tanaman yang benihnya relatif murah pun 

dilakukan kerja sama al-muzara’ah. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

mukhabarah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau 

ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau 

seperempat) sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung 

orang yang mengerjakan. 

1) Dasar Hukum Mukhabarah 

 Hukum mukhabarah sama dengan al-muzara’ah  yaitu mubah 

(boleh). Landasan hukum mukhabarah adalah sabda Nabi SAW; “Dari 

Thawus r.a bahwa ia suka bermukhabarah, Amru berkata: Lalu aku 

katakan kepadanya: Ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan 

mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi SAW telah 

melarang mukhabarah. Lantas Thawus berkata: Hai Amr, telah 

menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui hal 

itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nani SAW tidak melarang mukhabarah 

itu, hanya beliau berkata: Seseorang memberi manfaat kepada 

saudaranya lebih baik daripada ia mengambil manfaat dari saudaranya 

itu dengan upah tertentu”. (HR. Muslim) 

                                                           
62 Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 158. 
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4. Sekilas tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

 Lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut berawal 

dari terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU 

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA). UU Nomor 3 

Tahun 2006 ini memperluas kewenangan PA sesuai dengan 

perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam Indonesia saat ini. 

Dengan perluasan kewenangan tersebut, kini PA tidak hanya berwenang 

menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, 

wakaf, dan sadaqah saja, melainkan juga menangani permohonan 

pengangkatan anak (adopsi) dan menyelesaikan sengketa dalam zakat, 

infaq, serta sengketa hak milik dan keperdataan lainnya antara sesama 

muslim, dan ekonomi syariah. Kaitannya dengan wewenang baru PA ini, 

dalam Pasal 49 UUPA diubah menjadi; Pengadilan Agama bertugas dan 

berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat 

pertama antara oirang-orang yang beragama Islam di bidang; perkawinan, 

waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.
63

 

 Penjelasan pada poin ekonomi syariah yang dimaksud dengan 

ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan 

menurut prinsip syariah salahsatunya adalah bisnis kerjasama atau dalam 

kompilasi hukum ekonomi syariah disebut dengan syirkah. Berikut 

merupakan penjelasan syirkah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. 
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 Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah bagian pertama 

ketentuan umum muzara’ah, pada pasal 255 disebutkan mengenai rukun 

dan syarat muzara’ah bahwasanya;
64

 

Rukun muzara’ah adalah; (a.) pemilik lahan; (b.) penggarap; (c.) lahan 

yang digarap; dan (d.) akad. 

 

 Selanjutnya pada kompilasi hukum ekonomi syariah pada pasal 

258 dan 259, disebutkan bahwa;
65

 

(Pasal 258) Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pem ilik 

lahan bila pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan keuntungan. 

(Pasal 259)  (1) Akad muzara’ah dapat dilakukan secara mutlak dan atau 

terbatas. (2) Jenis benih yang akan ditanam dalam muzara’ah terbatas 

harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap. 

(3) Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam 

akad muzara’ah yang mutlak. (4) Penggarap wajib memperhatikan dan 

mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang 

memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam. 

 

 Selanjutnya pada kompilasi hukum ekonomi syariah pada pasal 

265, disebutkan bahwa;
66

 

Akad muzara’ah berakhir apabila waktu yang disepakati telah berakhir. 
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49 
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field resarch) bersifat 

deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur 

pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan 

keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta 

yang tampak. Dengan demikian tujuanya agar dapat memberikan data yang 

teliti secara sistematis dan menyeluruh tentang tinjauan kompilasi hukum 

ekonomi syariah terhadap kemitraan dalam bisnis kerjasama pembibitan benih 

sayuran antara petani dengan PT Bisi International Tbk (studi kasus di Desa 

Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi). 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian 

hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan 

fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal 

yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui 

pengamatan langsung
67

 

B. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian menunjukan dimana penelitian tersebut hendak 

dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, 

peristiwa, teks, dan sebagainya) dan unit analisis.
68

 Penelitian ini akan 
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2005), 6. 
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dilakukan di Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten 

Banyuwangi.  

Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut dikarenakan 

lokasi tersebut strategis dan banyak petani yang melakukan usaha kerjasama 

pembibitan benih sayuran. Terdapat juga fakta menarik, salah satunya terkait 

sistem kerjasama dalam pembibitan benih sayuran yang dilakukan oleh petani 

dengan pihak PT Bisi International Tbk. 

Adanya praktik kerjasama kemitraan dalam pembibitan benih sayuran 

yang dilakukan oleh petani dengan pihak PT Bisi International Tbk di Desa 

Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi yang di mana PT 

Bisi International Tbk menolak hasil panen yang telah dikelola oleh petani 

apabila tidak sesuai dengan standart PT Bisi International Tbk, sehingga 

membuat petani tidak mendapatkan haknya (tidak dibayar) sehingga penelitian 

ini di anggap perlu guna menganalisisnya dari sudut pandang fiqh muamalah. 

C. Subyek Penelitian 

Subjek penelitian yaitu pihak-pihak yang dijadikan sebagai 

narasumber untuk memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan dalam 

penelitian dan atau sebagai sasaran penelitian. Istilah lain yang digunakan 

untuk menyebut subjek penelitian adalah responden, yaitu orang yang 

memberikan respon atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya. 

Dikalangan penelitian kualitatif istilah responden atau subjek penelitian 

disebut dengan informan, yaitu orang yang memberikan informasi tentang 
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data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang 

dilaksanakan.
69

 

Adapun informan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Pihak Petani 

1) Bapak Mespan selaku petani dalam kerjasama pembibitan benih 

sayuran di Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten 

Banyuwangi. 

2) Bapak Suraji selaku petani dalam kerjasama pembibitan benih 

semangka di Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten 

Banyuwangi. 

3) Bapak Angga selaku petani dalam kerjasama pembibitan benih melon 

di Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi. 

b. Pihak PT Bisi International Tbk 

1) Bapak Lucky selaku petugas agronomis dari PT Bisi International Tbk. 

2) Bapak Alfi selaku petugas canvasser dari PT Bisi International Tbk. 

3) Bapak Fajrur selaku mandor dari PT Bisi International Tbk. 

c. Informan Penguat 

1) Bapak Imam selaku ketua kelompok tani di Desa Sumberasri 

Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi. 

2) Bapak Ulum selaku anggota kelompok tani di Desa Sumberasri 

Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi. 
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(Sukabumi: CV Jejak, 2017), 152. 
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3) Bapak Atok selaku Kepala Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo 

Kabupaten Banyuwangi. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan 

data, seperti wawancara, observasi dan dokumentasi yang masing-masing 

proses tersebut mempunyai peranan penting dalam upaya mendapatkan 

informasi yang akurat. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

a. Observasi 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi langsung 

dan jenis observasi partisipasi pasif. Maksud dari pasrtisipasi pasif adalah 

peneliti datang ke tempat kegiatan orang atau subjek yang diamati, akan 

tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.
70

 

b. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

itu.
71

 Dalam teknik ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, 

yang dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. 

Pedoman wawancara yang digunakan hanya  berupa garis-garis besar 

                                                           
70 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), 

227. 
71 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif., 186. 
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permasalahan yang akan ditanyakan sehingga peneliti lebih banyak 

mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden.
72

 

Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data secara umum dari 

para pelaku terkait dengan kemitraan dalam bisnis kerjasama pembibitan 

benih sayuran antara petani dengan PT Bisi International Tbk. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data terkait hal atau variabel seperti jenis 

catatan, buku, surat kabar, dan lain-lain terkait penelitian ini.
73

 Studi 

dokumentasi pada penelitian kualitatif adalah penyempurna dari 

pemakaian metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi adalah 

mengumpulkan dokumen dan data-data yang dibutuhkan pada problem 

penelitian kemudian dianalisis secara mendalam dan detail agar bisa 

mendukung dan menambah nilai kepercayaan dan pembuktian suatu 

peristiwa.
74

 

E. Analisis Data 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang 

tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah 

dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen  resmi, gambar 

foto dan sebagainya.
75

 

                                                           
72 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), 

233-234. 
73 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan ke Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2014), 274.  
74 Djama’an Satori & Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 

2014) 146 dan 148. 
75 Lexy J Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 
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Bogdan dan Biklen mengemukakan bahwa analisis data kualitatif 

adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mengintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa 

yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain.
76

 Langkah-langkah analisis data adalah sebagai 

berikut:
77

 

a. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke 

lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. 

Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. 

Mereduksi informasi berarti menyimpulkan, memilih hal-hal pokok, 

memusatkan perhatian pada hal-hal penting, mencari subjek dan model. 

Selanjutnya informasi yang direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan 

berbagai informasi selanjutnya. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian 

yang baik merupakan cara utama bagi analisis kualitatif yang valid. 

Peneliti akan melakukan penyajian data dengan menyusun seluruh 

                                                           
76 Lexy J Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif., 248. 
77 Lexy J Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif., 249. 
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informasi yang didapatkan agar peneliti dapat melakukan penarikan 

kesimpulan. 

c. Kesimpulan 

Kesimpulan pada penelitian kualitatif dapat menjawab fokus penelitian 

yang sudah direncanakan sejak awal pada fokus penelitian, namun tidak 

menutup kemungkinan juga tidak semua seperti fokus penelitian yang 

direncakan di awal, seperti yang telah dijelaskan bahwa masalah dan fokus 

penelitian penelitian penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan 

akan terus berkembang setelah dilakukan penelitian di lapangan. 

F. Keabsahan Data 

Keabsahan data pada penelitian ini memakai triangulasi, karena yang 

dicari ialah kata-kata, maka tidak mustahil apabila ada sebagia kata-kata yang 

keliru yang tidak sesuai antara apa yang dibicarakan dan kenyataan 

sesungguhnya dilapangan. Hal ini dapat dipengaruhi dari kredibilitas 

informannya, waktu pengungkapan, kondisi yang dialami serta faktor lainnya.  

Maka dari itu peneliti perlu melakukan triangulasi yakni proses 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. 

Dalam penelitian ini, untuk mengecek keabsahan data menggunakan 

triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan dan mengecek derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari berbagai sumber perolehan 

data.
78
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G. Tahap-tahap Penelitian 

Tahapan-tahapan penelitian yang dimaksudkan pada penelitian ini 

diidentifikasikan dengan lankah-langkah melaksanakan penelitian. Tahapan 

penelitian yang dilakukan yakni terdiri dari pra lapangan, tahap pelaksanaan 

penelitian, dan tahap penyelesaian hasil penelitian, serta penjelasannya:
79

 

1) Tahap Pra Lapangan  

Langkah awal yang dilakukan oleh peneliti yaitu mencari masalah 

dan mencari referensi terkait. Peneliti mengambil permasalahan yang ada di 

Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi dengan 

mengangkat Judul Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap 

Kemitraan Dalam Bisnis Kerjasama Pembibitan Benih Sayuran Antara 

Petani Dengan PT Bisi International Tbk (Studi Kasus Di Desa Sumberasri 

Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi). Adapun tahap pra 

lapangannya sebagai berikut: 

a) Menentukan lokasi penelitian; 

b) Menyusun rancangan penelitian; 

c) Pengurusan perizinan; 

d) Mempersiapkan pelengkapan penelitian 

2) Tahap Pelaksanaan 

Setelah mendapatkan izin untuk melakukan penelitian, peneliti akan 

mengunjungi objek yang akan diteliti dan mengumpulkan data informasi 

dengan wawancara dan observasi untuk mendapatkan data yang akan 
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diidentifikasi dengan fenomena yang terjadi di Desa Sumberasri 

Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi. 

3) Tahap Penyusun Laporan 

Setelah peneliti mendapatkan informasi, dan data telah dianalisis, 

tahap selanjutnya peneliti membuat laporan dari hasil penelitian. Laporan 

tersebut selanjutnya diserahkan pada dosen pembimbing untuk direvisi dan 

dikoreksi jika ada kekurangan dan kesalahan sehingga perlu direvisi untuk 

perbaikan hasil penelitian. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

1. Gambaran Umum Desa Sumbersari 

a. Profil Desa Sumbersari 

 Wilayah Desa Sumberasri dan sekitarnya awalnya berupa hutan 

belantara, sekitar tahun 1823-1930 banyak pendatang yang berasal dari 

wilayah Yogyakarta, Jawa Tengah, Kediri dan Blitar yang membuka 

hutan sebagai tempat pemukiman dan sebagai gerombolan rumah satu 

dengan yang lain saling berjauhan. Pada saat itu belum ada penataan 

jalan dan pengaturan kawasan. Baru pada tahun 1933 Pemerintah 

Kolonial Hindia Belanda melakukan penataan jalan wilayah sawah dan 

pekarangan.
80

 

 Membahas asal-usul Desa Sumberasri tidak dapat dilepaskan 

dengan asal usul  Desa Grajagan. Sebab Desa Grajagan merupakan desa 

induk Desa Sumberasri dan beberapa desa disekitarnya, yang berada 

dalam wilayah Kecamatan Tegaldlimo dan Purwoharjo. Desa Grajagan 

awalnya berupa kampung dan akhirnya berkembang semakin luas 

menjadi desa. Desa Grajagan didirikan pada tahun 1805 oleh Bapak 

Wono Samudro. 
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 Selanjutnya pada masa Anas Makruf, Desa Grajagan dilakukan 

pemekaran desa, yaitu Desa Grajagan sebagai Desa Induk dan 

Sumberasri sebagai Desa Pecahan. Secara resmi dilakukan pada tanggal 

27 November 1969, kemudian pemerintah Desa Sumberasri mulai 

bekerja efektif. Pemberian nama Desa Sumberasri merupakan hasil 

kesepakatan para tokoh dengan mempertimbangkan faktor sejarah dan 

potensi yang ada di kawasan calon wilayah Desa Sumberasri.
81

 

b. Letak Geografis 

Desa Sumbersari merupakan salah satu desa di Kecamatan 

Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi yang memiliki luas wilayah. Desa 

Sumbersari terdiri dari 4 Dusun. Berikut merupakan Batas wilayah 

Desa Sumbersari.
82

 

a. Sebelah Utara : Desa Glagahagung Kecamatan Purwoharjo 

b. Sebelah Selatan : Desa Sumbersari Kecamatan Purwoharjo 

c. Sebelah Timur : Desa Purwoagung Kecamatan Tegaldlimo 

d. Sebelah Barat : Desa Curahjati Kecamatan Purwoharjo 

c. Demografi Desa Sumbersari 

 Penduduk Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten 

Banyuwangi pada tahun 2013 berjumlah 6.926 jiwa, terdiri dari 3.683 

jiwa laki-laki dan 3.243 jiwa perempuan, dan keseluruhan penduduk 

Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi 

                                                           
81

Operator Pemdes, “Sejarah Desa Sumbersari” ,http://sumbersari-

banyuwangi.desa.id/web/detailnews/demografi (Diakses pada tanggal 09 Februari 2022, pukul 
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sekitar 68.16 persen adalah penduduk usia produktif dengan latar 

belakang pendidikan.
83

 

2. Gambaran Umum PT Bisi International Tbk  

a. Profil PT Bisi International Tbk  

 PT Bisi International Tbk (awalnya bernama PT Bright Indonesia 

Seed Industry) merupakan perusahaan multinasional yang 

memproduksi pertanian yang bermarkas di Surabaya, Indonesia. 

Perusahaan ini didirikan pada 22 Juni 1983 berdasarkan Akta Nomor 35 

di hadapan Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, S.H. PT Bisi International 

Tbk memiliki pabrik pengolahan benih di Plosoklaten dan Pare 

Kabupaten Kediri. Perusahaan ini menghasilkan berbagai macam-

macam benih pertanian. Selain itu, perusahaan juga melakukan kegiatan 

usaha sebagai berikut :
84

 

1) Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan pada umumnya, 

termasuk ekspor, impor, grosir, pemasok dan distributor/agen 

dan/atau pengecer dari segala macam barang yang dapat 

diperdagangkan, baik atas penjualan langsung maupun melalui 

pihak ketiga dengan cara komisi. 

2) Menjalankan usaha dalam bidang industri pada umumnya, 

diantaranya industri pakan ternak dan peternakan. 
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3) Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, termasuk didalamnya 

usaha pembibitan dan pembenihan tanaman pangan dan tanaman 

lainnya pada umumnya, perkebunan dan peternakan. 

4) Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan di darat pada 

umumnya, ekspedisi dan pergudangan untuk menunjang usaha 

perdagangan tersebut. 

5) Menjadi agen dari perusahaan lain baik dalam maupun luar negeri. 

6) Menjalankan usaha dalam bidang jasa, kecuali jasa di bidang 

hukum dan pajak. 

b. Sejarah PT Bisi International Tbk  

 PT BISI International Tbk didirikan di Indonesia dengan nama PT 

Bright Indonesia Seed Industry, berdasarkan akta pendirian yang 

dimuat dalam Akta No. 35 tanggal 22 Juni 1983, sebagaimana diubah 

dengan Akta No. 20 tanggal 23 Agustus 1984, keduanya dibuat 

dihadapan Drs. Gde Ngurah Rai, S.H., Notaris di Jakarta. Akta 

pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-5415.HT.01.01.TH.84 

tanggal 27 September 1984 dan telah didaftarkan pada Kantor 

Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan No. 13/Leg/1985 tanggal 15 

Januari 1985, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 94 

tanggal 23 November 1990, Tambahan No. 4731.
85
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c. Visi dan Misi 

Visi : Menyediakan pangan bagi dunia yang berkembang. 

Misi : Dengan meningkatnya permintaan dunia akan pangan, 

pakan, bahan bakar dan serat, kami memberikan produk, teknologi dan 

dukungan yang inovatif untuk membantu petani meningkatkan 

produktivitas. 

B. Penyajian Data dan Analisis 

Penyajian data berikut ini berdasarkan hasil penelitian peneliti yang 

dilaksanakan di Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten 

Banyuwangi, penelitian ini ditujukan untuk memperoleh data tentang praktik 

kerjasama dalam bisnis pembibitan benih sayuran antara petani dengan PT 

Bisi International Tbk di Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten 

Banyuwangi serta tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap 

kemitraan dalam bisnis kerjasama pembibitan benih sayuran antara petani 

dengan PT Bisi International Tbk di Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo 

Kabupaten Banyuwangi. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan 

sesuai dengan apa yang telah peneliti uraikan sebelumnya pada bab metode 

penelitian yaitu dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara. 

1. Praktik Kerjasama dalam Bisnis Pembibitan Benih Sayuran antara 

Petani dengan PT Bisi International Tbk di Desa Sumberasri 

Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi 

Kemitraan atau kerjasama merupakan suatu bentuk persekutuan 

antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas 
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dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka 

meningkatkan kapasitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan 

tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.  

Pengertian kemitraan juga disebutkan dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan berbunyi 

Kemitraan adalah Kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha 

Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan 

pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan 

memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling 

menguntungkan.
86

 

Berdasarkan penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk sebuah hasil 

wawancara dengan Bapak Mespan selaku petani di Desa Sumberasri 

Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi: 

“Petani yang melakukan kerjasama dengan perusaahan ini (PT Bisi 

International Tbk) setau saya tidak hanya orang sini saja mas, ada 

dari Desa lain. Namun, petani dari Desa Sumberasri banyak yang 

melakukan kerjasama dengan perusahaan ini (PT Bisi International 

Tbk) karena memanfaatkan lahan yang ada.”
87

 

 

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan 

bahwa ruang lingkup wilayah kerjasama yang dilakukan oleh PT Bsi 

International Tbk tidak hanya terjadi di wilayah Desa Sumberasri saja, 

melainkan juga desa-desa terdekat seperti Desa Curahjati dan Desa 

Glagahagung. Namun sebagian petani di Desa Sumberasri yang 
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mempunyai lahan mayoritas bekerjasama dengan PT Bisi International 

Tbk. 

Selanjutnya peneliti juga menggali informasi kepada Bapak Imam 

selaku Ketua kelompok tani di Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo 

Kabupaten Banyuwangi: 

“Kalau prosedur pendaftaran atau mendaftar bagi para petani yang 

ingin mengikuti kerjasama dengan perusahaan PT Bisi International 

Tbk ya bisa mendaftar melalui kelompok tani di Desa masing-masing 

mas, bagi petani dan yang mempunyai lahan di Desa Sumberasri ya 

bisa mendaftar di saya. Soalnya pihak perusahaan sudah bekerjasama 

dengan kelompok tani di Desa masing-masing.”
88

 

 

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan 

bahwa melihat ruang lingkup wilayah yang cukup luas dari beberapa desa 

yang para petaninya melakukan kerjasama dengan PT Bisi International 

Tbk, maka untuk mempermudah pendaftaran keanggotaan kerjasama ini 

para petani bisa mendaftar di kelompok tani didesa masing-masing, karena 

pihak PT Bisi International Tbk telah melakukan kerjasma dengan 

beberapa kelompok tani. 

Selanjutnya Bapak Imam selaku Ketua kelompok tani di Desa 

Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi 

menambahkan: 

“Untuk syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para petani tentu yang 

pertama fotocopy KTP (kartu tanda penduduk) dan mengisi data diri 

yang lengkap pada dokumen yang telah disiapkan oleh perusahaan, 

selanjutnya ya yang pasti harus mempunyai lahan di Desa 

Sumberasri, kalau ternyata lahannya berada di Desa lain ya berarti 

harus daftar melalui kelompok tani di Desa tersebut.”
89

 

                                                           
88 Bapak Imam, diwawancara oleh Peneliti, Banyuwangi, 26 Maret 2022. 
89 Bapak Imam, diwawancara oleh Peneliti, Banyuwangi, 26 Maret 2022. 



 
 

 

65 

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan 

bahwa prosedur pendaftaran dalam kerjasama antara petani dengan PT 

Bisi International Tbk harus memenuhi beberapa persyaratan seperti 

fotocopy KTP (kartu tanda penduduk), mengisi data diri lengkap pada 

dokumen yang telah dipersiapkan oleh pihak PT Bisi International Tbk 

serta siap mengikuti prosedur sesuai kontrak kerjasama. Tak hanya itu, 

petani harus mempunyai lahan yang siap untuk dilakukan produksi dengan 

catatan harus terbebas dari sengketa. 

Hal ini diperkuat juga oleh Bapak Mespan selaku petani di Desa 

Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi yang 

menjelaskan tentang prosedur pendaftaran dalam kerjasama antara petani 

dengan PT Bisi International Tbk; 

“Dulu saya ketika mendaftar dalam kerjasama ini, saya daftarnya di 

Bapak Imam, kebetulan beliau ketua kelompok tani di Desa 

Sumberasri. Ya prosedurnya saya mengumpulkan fotocopy KTP 

sama isi lampiran biodata diri dari perusahaan. Seingat saya hanya itu 

saja mas, soalnya saya udah 2 tahun lebih kerjasama dengan PT Bisi 

International Tbk.”
90

 

 

Selanjutnya peneliti juga menggali informasi kepada Bapak Fajrur 

selaku mandor dari PT Bisi International Tbk; 

“Terkait prosedur pendaftaran kerjasama dari para petani nanti semua 

akan diurus oleh kelompok tani di Desa masing-masing mas, jika 

persyaratan sudah lengkap maka nanti kelompok tani akan 

melaporkan kepada pihak perusahaan untuk menyetorkan data para 

petani yang ingin melakukan kerjasama. Biasanya kelompok tani 

akan menyetorkan data tersebut ketika masa panen sudah selesai 

hingga sebelum masa tanam dimulai.”
91

 

 

                                                           
90 Bapak Mespan, diwawancara oleh Peneliti, Banyuwangi, 18 Maret 2022. 
91 Bapak Fajrur, diwawancara oleh Peneliti, Banyuwangi, 31 Maret 2022. 
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Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan 

bahwa data para petani yang mendaftar kerjasama dengan PT Bisi 

Internasional Tbk akan dikumpulakn terlebih dahulu dimasing-masing 

kelompok tani, Ketua kelompok tani akan melaporkan data para petani 

kepada pihak perusahaan PT Bisi International Tbk setiap masa panen 

selesai hingga sebelum masa tanam. Biasanya dalam 1 tahun bisa terjadi 3-

4 kali masa panen. 

Selanjutnya Bapak Fajrur selaku mandor dari PT Bisi International 

Tbk menambahkan: 

“Proses selanjutnya, kelompok tani akan memberikan bimbingan 

secara umum terkait kersama ini kepada para petani yang mendaftar 

kerjasama dengan perusahaan, lalu setelah para petani mendapatkan 

bimbingan dari kelompok tani maka proses selanjutnya yaitu 

bimbingan dari pihak PT Bisi International Tbk terkait penjelasan 

mengenai fasilitas benih induk, perawatan dan tanam, pembelian 

hasil panen sesuai Surat Perjanjian Kerjasama hingga penjelasan 

mengenai isi dari Surat Perjanjian Kerjasama. Tapi itu petugasnya 

bukan saya mas, saya hanya bagian lapangan saja (bagian 

pengawasan).”
92

 

 

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan 

bahwa ada 2 tahapan bimbingan yang diberikan kepada para petani; 

Pertama, bimbingan secara umum mengenai kerjasama akan diberikan 

oleh kelompok tani biasanya melalui ketua kelompok tani Desa 

Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi yakni Bapak 

Imam. Kedua, bimbingan akan diberikan oleh petugas langsung dari PT 

Bisi International mengenai hal teknis seperti penjelasan SPK (surat 

perjanjian kerjasama) dan non teknis seperti persiapan lahan, olah tanah, 

                                                           
92 Bapak Fajrur, diwawancara oleh Peneliti, Banyuwangi, 31 Maret 2022. 
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tanam, pemberantasan hama penyakit, penyiangan, polinasi, curing hingga 

masa panen. 

Selanjutnya Bapak Ulum anggota kelompok tani di Desa Sumberasri 

Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi memberikan keterangan: 

“Kalau petani sudah paham terkait penjelasan yang diberikan oleh 
kelompok tani maka proses selanjutnya adalah penandatanganan oleh 
masing-masing pihak yakni pihak petani dan pihak perusahaan (PT 
Bisi International Tbk) di dalam SPK (surat perjanjian kerjasama) 
diatas materai 10.000. Setelah penandatangan SPK (surat perjanjian 
kerjasama) maka proses selanjutnya yaitu bimbingan atau pelatihan 
yang diberikan oleh petugas dari PT Bisi International.”

93
 

 

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan 

bahwa dalam kerjasama ini antara petani dengan PT Bisi International Tbk 

merupakan kerjasama atas kemauan dari pihak masing-masing dan tidak 

ada unsur paksaan dari pihak manapun, sehingga setelah kedua belah 

pihak melakukan tandatangan maka masing-masing mempunyai hak dan 

kewajiban yang harus dipenuhi sesuai SPK (surat perjanjian kerjasama). 

Hal ini diperkuat juga oleh Bapak Suraji selaku petani di Desa 

Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi yang 

menjelaskan mengenai bimbingan atau pelatihan yang diberikan oleh 

petugas dari PT Bisi International Tbk; 

“Saya dulu setelah sepakat melakukan tandatangan SPK (surat 

perjanjian kerjasama) maka akan diberikan bimbingan atau pelatihan 

oleh petugas perusahaan, seperti penjelasan terkait proses penanaman 

hingga proses panen, serta juga dijelaskan adanya proses pengawasan 

ketika proses penanaman seperti melakukan pengecekan terhadap 

bagaimana pertumbuhan sayur atau buah-buahan tersebut hingga 

masa panen serta memberikan bimbingan kepada petani jika suatu 

saat diperlukan.”
94

 

                                                           
93 Bapak Ulum, diwawancara oleh Peneliti, Banyuwangi, 26 Maret 2022. 
94 Bapak Suraji, diwawancara oleh Peneliti, Banyuwangi, 18 Maret 2022. 
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Selanjutnya Bapak Fajrur selaku mandor dari PT Bisi International 

Tbk menjelaskan: 

“Setelah dibekali bimbingan atau pelatihan oleh petugas, maka proses 

selanjutnya yaitu masa penanaman hingga sampai masa panen itu 

menjadi tugas saya sebagai mandor dilapangan untuk melakukan 

pengawasan kepada para petani, disetiap proses mulai dari persiapan 

lahan, olah tanah, tanam, pemberantasan hama penyakit, penyiangan, 

polinasi, curing hingga masa panen akan selalu ada proses 

pengawasan dari pihak perusahaan.”
95

 

 

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan 

bahwa setelah proses penandatangan selesai dan bimbingan atau pelatihan 

selesai, maka proses selanjutnya yakni proses panjang yang dimulai dari 

persiapan lahan, olah tanah, tanam, pemberantasan hama penyakit, 

penyiangan, polinasi, curing hingga masa panen. Dari setiap proses yang 

dilakukan oleh para petani akan mendapatkan pengawasan PT Bisi 

International Tbk. 

Selanjutnya Bapak Lucky selaku petugas Agronomis PT Bisi 

International Tbk memberikan keterangan; 

“Kalau sudah masa panen, hasil dari petani nanti akan disetorkan 

ke pihak perusahaan mas, oleh perusahaan akan di cek terlebih 

dahulu. Setelah proses pengecekan maka selanjutnya proses 

pembayaran kepada petani. Secara umum ya ini tahapan terakhir 

dari praktik kerjasama ini mas, mulai dari pendaftaran sampai 

pembayaran hasil panen.”
96

 

 

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan 

bahwa proses terakhir dari tahapan-tahapan kerjasama antara petani 

dengan PT Bisi International Tbk adalah pembayaran hasil panen kepada 

                                                           
95 Bapak Fajrur, diwawancara oleh Peneliti, Banyuwangi, 31 Maret 2022. 
96 Bapak Lucky, diwawancara oleh Peneliti, Banyuwangi, 21 Maret 2022. 
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para petani, namun sebelumnya harus dicek terlebih dahulu oleh pihak 

perusahaan dan itu akan menentukan hasil pembayaran yang akan diterima 

oleh pihak petani. 

Dari beberapa penjelasan narasumber di atas peneliti menyimpulkan 

bahwa praktik kerjasama pembibitan sayuran antara petani dengan PT Bisi 

International Tbk di Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten 

Banuwangi tahapannya sebagai berikut: Pertama, petani akan mendaftar 

kerjasama dengan PT Bisi International Tbk melalui kelompok tani di desa 

masing-masing, dalam kasus ini yakni kelompok tani Desa Sumberasri. 

Kedua, petani yang mendaftar menyiapkan seluruh persyaratan-

persyaratan yang harus dilengkapi seperti Fotocopy KTP, Mengisi 

dokumen yang telah disiapkan oleh PT Bisi International Tbk, menyiapkan 

lahan yang siap di produksi dengan catatan tidak sedang mengalami 

sengketa. Ketiga, kelompok tani akan melaporkan data petani yang 

mendaftar kerjasama dengan PT Bisi International Tbk. Keempat, 

kelompok tani akan memberikan bimbingan secara umum mengenai 

kerjasama ini kepada para petani yang mendaftar kerjasama. Kelima, pihak 

petani dan pihak PT Bisi International Tbk melakukan tandatangan di SPK 

(surat perjanjian kerjasama) diatas materai 10.000. Keenam, para petani 

akan diberikan bimbingan atau pelatihan secara langsung oleh petugas dari 

PT Bisi Internastional Tbk mengenai persiapan lahan, olah tanah, tanam, 

pemberantasan hama penyakit, penyiangan, polinasi, curing hingga masa 

panen. Ketujuh, masing-masing pihak melaksanakan hak dan kewajiban 
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masing-masing, pihak perusahaan menyediakan bibit dan sarana produksi 

sedangkan petani akan melakukan proses produksi hingga panen. 

Kedelapan, proses pengecekan hasil panen oleh PT Bisi International Tbk. 

Kesembilan, proses pembayaran hasil panen kepada para petani. 

2. Problematika dalam Praktik Kerjasama Pembibitan Benih Sayuran 

antara Petani dengan PT Bisi International Tbk di Desa Sumberasri 

Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi 

Kemitraan merupakan jalinan kerjasama usaha yang saling 

menguntungkan antara petani dengan perusahaan disertai dengan 

pembinaan dan pengembangan oleh perusahaan, sehingga selalu saling 

memerlukan, menguntungkan dan memperkuat. Dalam fiqh muamalah 

kemitraan diistilahkan dengan istilah syirkah yang mana syirkah 

merupakan bentuk umum dari usaha kemitraan yang di dalam praktiknya 

terdapat bagi hasil, menggabungkan modal atau tenaga dalam melakukan 

sebuah usaha dan sesuai dengan kesepakatan antara dua orang atau lebih 

yang melaksanakan usaha tersebut. 

Berdasarkan penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk sebuah hasil 

wawancara dengan Bapak Angga selaku petani di Desa Sumberasri 

Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi mengenai SPK (surat 

perjanjian kerjasama); 

“Saya melakukan kerjasama dengan perusahaan ini (PT Bisi 

International Tbk) atas kemauan sendiri mas, memang pinginnya 

saya sendiri, tidak ada unsur paksaan dari siapapun. Ketika sudah 

melakukan tandatangan dari pihak saya maupun perusahaan di dalam 

SPK (surat perjanjian kerjasama) maka masing-masing dari kami 
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menyimpan surat perjanjian kerjasama tersebut.”
97

 

 

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan 

bahwa masing-masing pihak baik dari petani maupun PT Bisi International 

Tbk dalam melakukan kerjasama ini merupakan atas kemauan dari 

masing-masing pihak dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun. Masing-

masing pihak akan menyimpan SPK (surat perjanjian kerjasama) masing-

masing setelah melakukan penandatanganan, artinya SPK (surat perjanjian 

kerjasama) hanya boleh disimpan oleh petani dan PT Bisi International 

Tbk itu sendiri, pihak ketiga tidak boleh menyimpan SPK (surat perjanjian 

kerjasama) tersebut. 

Selanjutnya Bapak Imam selaku ketua kelompok tani di Desa 

Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi memberikan 

keterangan mengenai akad kerjasama; 

“Akad dalam kerjasama pembibitan benih sayuran ini antara petani 

dan PT Bisi International Tbk setau saja ya akad kemitraan itu mas, 

ya pokok yang sesuai dengan SPK (surat perjanjian kerjasama), 

Intinya akadnya itu kerjasama Mas.”
98

 

 

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan 

bahwa dalam hal ini akad yang digunakan dalam kerjasama pembibitan 

benih sayuran antara PT Bisi International Tbk dengan petani yakni akad 

kemitraan pada umumnya, akad tersebut sesuai dengan SPK (Surat 

perjanjian kerjasama). 

 

                                                           
97 Bapak Angga, diwawancara oleh Peneliti, Banyuwangi, 2 April 2022. 
98 Bapak Imam, diwawancara oleh Peneliti, Banyuwangi, 26 Maret 2022. 
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Selanjutnya Bapak Ulum selaku anggota kelompok tani di Desa 

Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi memberikan 

keterangan mengenai objek kemitraannya; 

“Nantinya para petani akan menanam sesuai kesepakatan yang 

tertera di SPK (surat perjanjian kerjasama), jadi setiap petani tidak 

melakukan penanaman sayuran/buah-buahan dalam 1 jenis yang 

sama melainkan berbeda, ada yang menanam buah Semangka, ada 

yang menanam sayur Pare, ada yang menanam sayur Gambas, dan 

lain sebagainya. Intinya sesuai kesepakatan yang sudah tertera di 

SPK (surat perjanjian kerjasama).”
99

 

 

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan 

bahwa petani akan menanam atau memproduksi benih sayuran/buah-

buahan sesuai kesepakatan di dalam SPK (surat perjanjian kerjasama), jadi 

bisa dikatakan bahwa setiap petani tidak akan memproduksi benih 

sayuran/buah-buahan dalam 1 jenis yang sama melainkan akan berbeda.  

Selanjutnya Bapak Lucky selaku petugas Agronomis PT Bisi 

International Tbk memberikan keterangan terkait masa berlaku kerjasama 

kemitraan; 

“Masa berlaku kerjasama antara petani dengan pihak PT Bisi 

International Tbk dalam SPK (surat perjanjian kerjasama) yakni 

hanya berjangka dalam kurun waktu 1 kali panen. Jadi setiap selesai 

masa panen nantinya pihak perusahaan akan menanyakan kembali 

kepada para petani. Jika petani masih berkeinginan melakukan 

kerjasama lagi, maka kedua belah pihak akan menandatangani SPK 

(surat perjanjian kerjasama) kembali.”
100

 

 

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan 

bahwa masa berlakunya kerjasama antara petani dengan PT Bisi 

International Tbk hanya berlaku pada setiap 1 kali masa panen yakni 

                                                           
99 Bapak Ulum, diwawancara oleh Peneliti, Banyuwangi, 26 Maret 2022. 
100 Bapak Lucky, diwawancara oleh Peneliti, Banyuwangi, 21 Maret 2022. 
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kurang lebih 3 bulan, setelah itu para pihak akan menandatangani kembali 

SPK (surat perjanjian kerjasama). 

Selanjutnya Bapak Alfi selaku petugas Canvasser PT Bisi 

International Tbk memberikan keterangan terkait pokok pekerjaan dalam 

kemitraan yakni Hak dan Kewajiban antara kedua belah pihak baik dari 

petani maupun dari PT Bisi International Tbk; 

“Dalam kerjasama ini, kedua belah pihak mempunyai hak dan 

kewajiban masing-masing mas, Pertama dari pihak PT Bisi 

International Tbk dulu ya; Pertama, perusahaan harus menyediakan 

bibit tanaman untuk produksi bagi para petani, perusahaan juga 

menyediakan sarana produksi berupa mulsa, pupuk, pestisida, biaya 

polinasi, pengadaan lanjaran dan green house. Namun semua itu 

ditalangi (dipinjemi) dulu oleh perusahaan nanti akan dibayarkan 

oleh para petani ketika masa panen. Kedua, perusahaan juga 

melakukan pengawasan dan pembinaan kepada para petani mulai 

dari pengelolaan lahan hingga masa panen dan yang Ketiga, 

perusahaan nanti akan membeli hasil panen dari para petani sesuai 

kesepakatan di SPK (Surat Perjanjian Kerjasama).”
101

 

 

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan 

bahwa masing-masing dari pihak yang bekerjasama dalam hal ini petani 

dengan PT Bisi International Tbk mempunyai hak dan kewajiban yang 

harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Dari pihak perusahaan PT Bisi 

International Tbk; Pertama, harus menyediakan bibit tanaman untuk 

produksi bagi para petani. Kedua, perusahaan harus menyediakan sarana 

produksi berupa mulsa, pupuk, pestisida, biaya polinasi, pengadaan 

lanjaran dan green house. Namun semua itu ditalangi (dipinjemi) dulu 

oleh perusahaan nanti akan dibayarkan oleh para petani ketika masa panen. 

Ketiga, perusahaan harus melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan 

                                                           
101 Bapak Alfi, diwawancara oleh Peneliti, Banyuwangi, 21 Maret 2022. 
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produksi yang dilakukan oleh para petani dan melakukan pembinaan 

kepada para petani secara benar. Keempat, perusahaan nanti akan membeli 

hasil panen dari para petani sesuai kesepakatan di SPK (surat perjanjian 

kerjasama). 

Selanjutnya Bapak Alfi selaku petugas Canvasser PT Bisi 

International Tbk menambahkan terkait Hak dan Kewajiban bagi petani; 

“Kalau hak dan kewajiban dari petani yaitu; Pertama, petani harus 

menyiapkan lahan sesuai persyaratan diawal pendaftaran (termasuk 

tidak dalam sengketa dan siap untuk di tanami). Kedua, melakukan 

kegiatan produksi mulai dari persiapan lahan, olah tanah, tanam, 

pemberantasan hama penyakit, penyiangan, polinasi, curing hingga 

masa panen. Ketiga, petani harus menjaga kualitas hibriditas 

(kemurnian) dari benih yang dihasilkan. Keempat, menyetorkan 

semua hasil produksi kepada perusahaan. Kelima, membayar 

pinjaman kepada perusahaan sesuai kesepakatan di dalam SPK 

(Surat Perjanjian Kerjasama), serta mengikuti semua petunjuk teknis 

yang sudah tertera di dalam SPK (Surat Perjanjian Kerjasama).”
102

 

 

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan 

bahwa masing-masing dari pihak yang bekerjasama dalam hal ini petani 

dengan PT Bisi International Tbk mempunyai hak dan kewajiban yang 

harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Dari pihak petani; Pertama, 

petani harus menyiapkan lahan sesuai persyaratan diawal pendaftaran 

(termasuk tidak dalam sengketa dan siap untuk diproduksi). Kedua, 

melakukan kegiatan fisik dilapangan seperti persiapan lahan, olah tanah, 

tanam, pemberantasan hama penyakit, penyiangan, polinasi, curing hingga 

masa panen. Ketiga, petani harus menjaga kualitas hibriditas (kemurnian) 

dari benih yang dihasilkan. Keempat, membuang buah jantan dan buah OP 

                                                           
102 Bapak Alfi, diwawancara oleh Peneliti, Banyuwangi, 21 Maret 2022. 
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(tidak sampai besar). Kelima, membabat tanaman jantan langsung setelah 

selesai polinasi. Keenam, bersedia mencabut tanaman yang bukan jenis 

varietas yang ditanam atau tipe simpang sebelum berbunga. Ketujuh, tidak 

menyimpan atau menggunakan benih hasil produksi untuk ditanam 

sendiri. Kedelapan, menyetorkan semua hasil produksi kepada perusahaan. 

Kesembilan, membayar pinjaman kepada perusahaan sesuai kesepakatan 

di dalam SPK (surat perjanjian kerjasama) dengan konsekuensi jika tidak 

sanggup membayar maka pihak petani harus melunasi pinjaman dengan 

membayar tunai atau bersedia kerjasama lagi. Kesepuluh, mengikuti 

semua petunjuk teknis yang sudah tertera di dalam SPK (surat perjanjian 

kerjasama). 

Selanjutnya Bapak Angga selaku petani di Desa Sumberasri 

Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi menjelaskan mengenai 

risiko-risiko yang kemungkinan bisa terjadi dalam kerjasama ini; 

“Menurut SPK (surat perjanjian kerjasama) yang saya simpan di 

rumah, resiko-resiko kerugian yang kemungkinan bisa terjadi hanya 

akan ditanggung oleh petani, jadi kalau semisal suatu saat ada 

bencana alam, faktor cuaca, gangguan hama itu hanya pihak petani 

yang akan menanggung mas. Dalam SPK (surat perjanjian 

kerjasama) tidak disebutkan kalau ada resiko-resiko seperti itu 

berarti yang akan menanngug kedua pihak. Kalau resiko yang 

kemungkinan terjadi ternyata terjadi beneran kan para petani akan 

gagal panen mas. Menurut saya ini dapat merugikan pihak petani, 

karna jika mengalami kerugian pihak petani masih mempunyai 

tanggung jawab untuk membayar atau melunasi biaya pinjaman 

untuk produksi diawal dengan membayar tunai.”
103

 

 

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan 

bahwa resiko-resiko yang kemudian hari bisa saja terjadi tidak diatur 
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didalam SPK (surat perjanjian kerjasama) sehingga yang akan 

menanggung resikonya dalam hal ini hanya pihak petani saja, tentu hal ini 

akan merugikann salahsatu pihak yaitu petani jika nantinya terjadi hal-hal 

yang tidak diinginkan seperti gagal panen. Dilain sisi, petani juga masih 

harus membayar sejumlah uang pinjaman kepada pihak PT Bisi 

International Tbk untuk melunasi biaya produksi diawal. 

Selanjutnya Bapak Suraji selaku petani di Desa Sumberasri 

Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi juga menambahkan 

terkait cara pembayaran ketika masa panen; 

“Ketika masa panen, para petani masih mempunyai beban pinjaman 

kepada perusahaan sehingga pemabayaran hasil panen langsung di 

potong oleh perusahaan. Tidak hanya itu mas, para petani juga tidak 

mendapatkan uang secara langsung 100% karena harus mengikuti 

tahapan-tahapan yag dibuat oleh PT Bisi International Tbk, mulai 

dari tahap 1 hingga tahap 3. Sistem  pembayaran seperti ini yang 

membuat petani merasa kesusahan mas karena tidak mendapatkan 

uang secara langsung, belum-belum nanti ternyata tiba-tiba ada 

potongan semisal hasil panen kita tidak lolos uji jadi tidak ada 

kepastian berapa uang yang kita dapatkan.”
104

 

 

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan 

bahwa sistem pembayaran ketika masa panen yang dilakukan oleh PT Bisi 

International Tbk melalui beberapa tahapan. Setidaknya ada 3 tahapan 

yakni; Tahap pertama, perusahaan akan membayar hasil panen kepada 

petani setelah diperhitungkan pemotongan pinjaman produksi diawal 

terlebih dahulu. Tahap kedua, pembayaran selanjutnya sebesar 50% akan 

dibayarkan 10 hari setelah barang dinyatakan diterima oleh pabrik sesuai 

keterangan dalam SPK (surat perjanjian kerjasama). Tahap ketiga, 
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pemmbayaran sebesar 50% akan dibayarkan setelah melewati Test 

Kemurnian dan dinyatakan lulus. 

Dalam pembayaran masa panen ini para petani tidak akan langsung 

mendapatkan uang 100%, petani masih menunggu proses dari PT Bisi 

International Tbk sampai berhari-hari, tentu hal ini membuat para petani 

merasa kesusahan karena mereka masih harus membiayayi keluarganya 

dirumah. Petani juga harus diliputi rasa was-was karena hasil panen 

mereka belum tentu lolos uji  Test Kemurnian oleh perusahaan, jika hasil 

panen tersebut tidak lolos Test dari pihak PT Bisi International Tbk maka 

yang akan terjadi adalah harga akan turun atau bahkan bisa tidak akan 

dibayarkan oleh perusahaan. Perhitungannya sebagai berikut (tahap ketiga 

– Uji Standart); 

 Sesuai standart > 98% akan dibayar 100% 

 Standart sedang  96% - 97,5% akan dibayarkan  sebesar 50% dari nilai 

nota pembelian. 

 Tidak sesuai standart < 96% tidak akan dibayarkan oleh perusahaan. 

Selanjutnya Bapak Atok selaku kepala desa Sumberasri Kecamatan 

Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi menjelaskan; 

“Kelompok tani Desa Sumberasri itu kan masih menjadi 

tanggungjawab saya di lingkup pemerintahan desa, artinya saya 

intens dalam berkomunikasi dengan kelompok tani yang sekarang 

diketuai oleh Bapak Imam, artinya tanggung jawab pengembangan 

kelompok tani yang ada di Desa Sumberasri ya tanggungjawab saya, 

termasuk memberikan kemudahan kerjasama antara kelompok tani 

dengan PT Bisi International Tbk.”
105
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Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan 

bahwa kelompok tani Desa Sumberasri masih menjadi tanggungjawab dari 

Kepala Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi, 

pengembangan kelompok tani juga menjadi tanggungjawab desa. Menurut 

Peraturan Menteri Pertanian terkait Pedoman Penumbuhan dan 

Pengembangan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani disebutkan 

bahwa pembinaan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan 

kelompok tani menjadi kelompok yang kuat dan mandiri untuk 

meningkatkan pendapatan petani dan keluarganya. Pembinaan kelompok 

tani diarahkan pada penerapan sistem agribisnis, peningkatan peranan 

petani dan anggota masyarakat pedesaan lainnya, dengan 

menumbuhkembangkan kerja sama antar petani dan pihak lainnya yang 

terkait untuk mengembangkan usaha taninya. Selain itu pembinaan 

kelompok tani diharapkan dapat membantu menggali potensi, 

memecahkan masalah usaha tani, permodalan dan sumber daya lainnya, 

itu semua merupakan tanggungjawab pemerintahan di tingkat desa dalam 

hal ini menjadi tanggung jawab kepala desa Sumberasri. 

Selanjutnya Bapak Atok selaku kepala desa Sumberasri Kecamatan 

Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi juga menambahkan; 

“Dalam kerjasama kemungkinan-kemungkinan terjadi perselisihan 
terkadang tidak bisa dihindarkan, termasuk dalam kerjasama antara 
petani dengan pihak perusahaan PT Bisi International Tbk. Selama 
saya mennjabat menjadi kepala desa Sumberasri Kecamatan 
Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi perselisihan yang terjadi antara 
pihak petani dengan pihak perusahaan PT Bisi International Tbk 
hanya terjadi 1 kali saja sekitar pada tahun 2020 kalau tidak salah, 
namun kedua belah pihak sepakat berdamai dengan cara 
penyelesaian musyawarah.”

106
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Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan 

bahwa pernah terjadi perselisihan dalam kerjasama antara petani dengan 

PT Bisi International Tbk yang terjadi pada tahun 2020 namun kedua 

belah pihak sepakat mengambil jalur tengah dengan cara musyawarah 

yakni perdamaian. 

C. Pembahasan Temuan 

Pada bagian ini, kita perlu mengkaji apa saja penemuan-penemuan 

masalah dalam suatu penelitian dengan hipotesis yang telah direncanakan pada 

bagian sebelumnya dan diwujudkan sebagai jawaban dan tanggapan terhadap 

apa yang telah digambarkan sebelumnya. Untuk lebih jelasnya peneliti akan 

menjabarkan temuan berikut: 

1. Praktik Kerjasama dalam Bisnis Pembibitan Benih Sayuran antara 

Petani dengan PT Bisi International Tbk di Desa Sumberasri 

Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi 

Berdasarkan temuan di lapangan seperti yang disampaikan oleh 

beberapa narasumber pada penyajian data bahwasanya Praktik Kerjasama 

dalam Bisnis Pembibitan Benih Sayuran antara Petani dengan PT Bisi 

International Tbk di Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten 

Banyuwangi tahapannya sebagai berikut: Pertama, petani akan mendaftar 

kerjasama dengan PT Bisi International Tbk melalui kelompok tani di desa 

masing-masing, dalam kasus ini yakni kelompok tani Desa Sumberasri. 

Kedua, petani yang mendaftar menyiapkan seluruh persyaratan-

persyaratan yang harus dilengkapi seperti Fotocopy KTP (kartu tanda 
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penduduk), Mengisi dokumen yang telah disiapkan oleh PT Bisi 

International Tbk, menyiapkan lahan yang siap di produksi dengan catatan 

tidak sedang mengalami sengketa.  

Ketiga, kelompok tani akan melaporkan data petani yang mendaftar 

kerjasama dengan PT Bisi International Tbk. Keempat, kelompok tani 

akan memberikan bimbingan secara umum mengenai kerjasama ini kepada 

para petani yang mendaftar kerjasama. Kelima, pihak petani dan pihak PT 

Bisi International Tbk melakukan tandatangan di SPK (surat perjanjian 

kerjasama) diatas materai 10.000. Keenam, para petani akan diberikan 

bimbingan atau pelatihan secara langsung oleh petugas dari PT Bisi 

Internastional Tbk mengenai persiapan lahan, olah tanah, tanam, 

pemberantasan hama penyakit, penyiangan, polinasi, curing hingga masa 

panen.  

Ketujuh, masing-masing pihak melaksanakan hak dan kewajiban 

masing-masing, pihak perusahaan menyediakan bibit dan sarana produksi 

sedangkan petani akan melakukan proses produksi hingga panen. 

Kedelapan, proses pengecekan hasil panen oleh PT Bisi International Tbk. 

Kesembilan, proses pembayaran hasil panen kepada para petani. 
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2. Problematika dalam Praktik Kerjasama Pembibitan Benih Sayuran 

antara Petani dengan PT Bisi International Tbk di Desa Sumberasri 

Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi 

Berdasarkan data di lapangan seperti yang disampaikan oleh 

beberapa narasumber pada penyajian data dikaitkan dengan kajian teori 

pada tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap kemitraan 

dalam bisnis kerjasama pembibitan benih sayuran antara petani dengan PT 

Bisi International Tbk di Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo 

Kabupaten Banyuwangi dapat diketahui bahwa adanya kerjasama antara 

pihak petani dengan pihak perusahaan yakni PT Bisi International Tbk 

merupakan kebutuhan dari kedua pihak, pihak petani beranggapan bahwa 

dengan kerjasama ini lahan yang mereka miliki akan bermanfaat dan dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat (petani) didaerah tersebut. 

Sedangkan bagi perusahaan yakni PT Bisi International Tbk dengan 

kerjasama ini maka mereka akan mendapatkan keuntungan bisnis serta 

dapat memberdayakan para petani di daerah tersebut. Hal ini menandakan 

bahwa kerjasama bagi keduanya antara petani dengan PT Bisi 

International Tbk merupakan kerjasama yang mereka inginkan serta  tidak 

ada unsur paksaan dari siapapun. 

a. Praktik kerjasama pembibitan benih sayuran antara petani dengan PT 

Bisi International Tbk di Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo 

Kabupaten Banyuwangi jika ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi 

syariah termasuk dalam Al-muzara’ah karena dalam praktiknya 



 
 

 

82 

bentuk kerjasama dalam bidang pertanian ini dimana bibit benoh 

sayuran berasal dari pemilik tanah yang terlebih dahulu meminjam 

kepada pihak PT Bisi International Tbk lalu nanti ketika sudah masa 

panen akan dibagi hasil sesuai kesepakatan perjanjian diawal yakni 

hasil panen tersebut akan dibeli oleh PT. Bisi International Tbk. 

 Sesuai dengan kajian teori bahwasanya Al-al-muzara’ah  memiliki 

dua arti, yang pertama al-muzara’ah yang berarti tharhal-zur’ah 

(melemparkan tanaman), yang kedua maksudnya adalah modal (al-

hadzar). Makna yang pertama adalah makna majaz dan yang kedua 

adalah makna hakiki.
107

 secara etimologi, al-muzara’ah  berarti 

kerjasama di bidang pertanian antara pihak pemilik dan petani 

penggarap. Jadi dapat disimpulkan bahwa al-muzara’ah adalah 

bentuk kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah 

dimana bibit berasal dari pemilik tanah dengan perjanjian bagi hasil 

dengan bagian masing-masing yang telah disepakati.
108

 

 Praktik bisnis kerjasama atau kemitraan antara petani dengan PT. 

Bisi International Tbk yang terjadi di Desa Sumberasri Kecamatan 

Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi juga sudah sesuai dengan pasal 

255, 258, 259 dan 265 kompilasi hukum ekonomi syariah mengenai 

al-muzara’ah bahwasanya; 

Pasal 255 
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Rukun muzara’ah adalah; (a.) pemilik lahan; (b.) penggarap; (c.) 

lahan yang digarap; dan (d.) akad.
109

 

 

Pasal 258 

Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pem ilik lahan bila 

pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan keuntungan.
110

 

 

Pasal 259 

(1) Akad muzara’ah dapat dilakukan secara mutlak dan atau terbatas. 

(2) Jenis benih yang akan ditanam dalam muzara’ah terbatas harus 

dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap.  

(3) Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam 

dalam akad muzara’ah yang mutlak.  

(4) Penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi 

lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk 

mengatasinya menjelang musim tanam.
111

 

 

Pasal 265 

Akad muzara’ah berakhir apabila waktu yang disepakati telah 

berakhir.
112

 

 

b. Praktik kerjasama pembibitan benih sayuran antara petani dengan PT 

Bisi International Tbk di Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo 

Kabupaten Banyuwangi jika ditinjau dari rukun Al-muzara’ah  sudah 

memenuhi rukun Al-muzara’ah. Berikut merupakan rukun Al-

muzara’ah; 

 Jumhur ulama yang membolehkan akad al-muzara’ah  

mengemukakan rukun yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap 

sah, diantaranya;
113

 Pertama, Ijab dan Kabul; Kedua, Pemilik tanah 

dan Petani penggarap; Ketiga, Objek al-al-muzara’ah, yaitu antara 

manfaat dan hasil kerja petani. 

                                                           
109 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 255. 
110 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 258. 
111 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 259 
112 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 265. 
113 Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 154. 
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 Berikut merupakan temuan dalam praktik dilapangan dan dikaitkan 

dengan kajian teori bahwasanya; 

1) Ijab dan Kabul 

Ijab dan kabul dalam kerjasama antara petani dengan PT Bisi 

International berupa SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) yang telah 

mereka tandatangani bersama diatas materai 10.000 dalam keadaan 

sama-sama ada keinginan kerjasama dan tidak dalam unsur 

paksaan. 

2) Pemilik tanah dan Petani penggarap 

Pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam kerjasama 

ini yakni pihak petani dengan pihak perusahaan PT Bisi 

International Tbk. Pemilik tanah sekaligus penggarapnya yakni 

petani itu sendiri. Petani mendapatkan pinjaman berupa bibit 

sayuran oleh pihak PT. Bisi International Tbk.  

3) Objek al-muzara’ah 

Objek al-muzara’ah dalam kerjasama ini yakni berupa 

pembibitan benih sayuran/buah-buahan yang akan dikelola oleh 

para petani pada lahan mereka. Bibit sayuran akan dipinjamkan 

terlebih dahulu oleh pihak PT Bisi International Tbk. 

Dapat disimpulkan bahwasanya dalam praktik kerjasama 

pembibitan benih sayuran antara petani dengan PT Bisi 

International Tbk di Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo 

Kabupaten Banyuwangi dalam segi pelaksanaan tidak ada 
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problematika karena sudah sesuai dengan kompilasi hukum 

ekonomi syariah, akan tetapi peneliti menemukan dalam 

praktiknya ada beberapa dari pihak petani kurang paham mengenai 

akad atau perjanjian kerjasama. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Bahwa praktik kerjasama dalam bisnis pembibitan benih sayuran antara 

petani dengan PT Bisi International Tbk di Desa Sumberasri Kecamatan 

Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi tahapannya sebagai berikut; Pertama, 

petani mendaftar kerjasama dengan PT Bisi International Tbk melalui 

kelompok tani. Kedua, petani menyiapkan seluruh persyaratan pendaftaran 

seperti Fotocopy KTP, Mengisi dokumen yang telah disiapkan, 

menyiapkan lahan yang siap di produksi. Ketiga, kelompok tani akan 

melaporkan data petani yang mendaftar kerjasama dengan PT Bisi 

International Tbk. Keempat, kelompok tani akan memberikan bimbingan 

secara umum mengenai kerjasama ini kepada para petani yang mendaftar 

kerjasama. Kelima, pihak petani dan pihak PT Bisi International Tbk 

melakukan tandatangan di SPK (surat perjanjian kerjasama). Keenam, para 

petani akan diberikan bimbingan atau pelatihan secara langsung oleh 

petugas dari PT Bisi Internastional Tbk mulai dari masa tanam hingga masa 

panen. Ketujuh, masing-masing pihak melaksanakan hak dan kewajiban 

masing-masing. Kedelapan, proses pengecekan hasil panen oleh 

perusahaan. Kesembilan, proses pembayaran hasil panen kepada para 

petani. 

2. Bahwa praktik kerjasama pembibitan benih sayuran antara petani dengan 

PT Bisi International Tbk di Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo 

86 
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Kabupaten Banyuwangi termasuk dalam kerjasama bidang pertanian al-

muzara’ah. Dalam segi pelaksanaan tidak ada problematika karena sudah 

sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah, akan tetapi peneliti 

menemukan dalam praktiknya ada beberapa dari pihak petani kurang 

paham mengenai akad atau perjanjian kerjasama. 

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, yang menjadi saran 

peneliti adalah sebagai berikut; 

1. Penggunaan sistem kerjasama berdasarkan syariah diharapkan mampu 

menanggulangi permasalahan modal dan peluang usaha yang terjadi selama 

ini karena akan menyuburkan kemampuan para petani yang lemah dari sisi 

permodalan, sehingga petani dapat tetap mengguakan lahannya sebagai 

tempat produksi. 

2. Bagi pihak PT Bisi International Tbk diharapkan terus melakukan 

pembinaan secara intensif kepada para petani sehingga petani dapat 

meningkatkan hasil produksi serta memiliki mutu berkualitas baik, 

sehingga pendapatan yang dihasilkan petani akan bertambah dan juga 

menguntungkan perusahaan. Bagi pihak petani, diharapkan dapat lebih 

memperhatikan faktor-faktor produksi, dengan tujuan meminimalkan 

penggunaan biaya dan dengan hasil produksi yang lebih tinggi, sehingga 

petani akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. 
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